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WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR $3% TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .
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2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetlapan Peraturan Pcmecrintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Mencngah Dacrah, dan Rcncana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .



Menetapkan :

13.

14.

15.

.1

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 0);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN
2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Pe;angkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa depan3
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang
memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan

berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
RPJMN.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di masa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
program.

16. Sub. ..
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16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk
mencapai output dari kegiatan.

17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja
suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil
(outcome), dampak (impact).

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan
penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

c. BABIII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN
ARAH KEBIJAKAN

d. BABIV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

e. BABV PENUTUP

(3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari
Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun
2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan
Rencana Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .



A
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1627



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Batam dapat menyusun dan menyajikan
Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dengan baik dan tepat
waktu. Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang
menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan
efisien bila dapat di rumuskan dengan mempertimbangkan dinamika
lingkungan. Rencana Strategis merupakan rencana lima Tahun ke depan yang
disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut
keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Rencana
Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam
upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Tahun 2025-2029, maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu
masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana Tahunan,
agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam lebih konkret serta
konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan Kreasi guna
meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Masukan, kritik dan saran mengenai penyempurnaan Rencana Strategis
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Batam Tahun 2025-2029 sangat diharapkan agar kinerja instansi ini di masa
yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi
yang lebih baik bagi keberhasilan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota
Batam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2029.

Batam, \9 September 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan

e &mgembangan Sumber Daya Manusia
;’,‘ MTAH tQ‘Batam
JI.{,'&‘O , ﬂfﬁ! ),\\
w/ BT AR

L
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan kewenangan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Renstra berfungsi
sebagai acuan untuk rencana kerja 5 (lima) Tahun bagi Perangkat Daerah,
dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang berperiode satu Tahun, sebagai pedoman bagi Kepala
Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD, sebagai bahan
bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan
Rancangan RKPD, sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk
pengendalian kebijakan Renja, dan sebagai salah satu
bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai
salah satu bahan masukan dalam menyusun rancangan RPJMD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

persiapan penyusunan.

penyusunan rancangan awal.

penyusunan rancangan.

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
perumusan rancangan akhir, dan

penetapan.

O Q0o
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Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1.Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

[ PENYUSUNAN RPIMD
ai

RENSTRA
SKPD

S e

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

a. persiapan penyusunan Renstra.

b. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah.

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.

d. penyiapan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan
bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran
pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan
lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam
Rancangan Awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif
dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan
Renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita
Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan
sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.
Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10
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(sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah.

Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra
Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan Rancangan
Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD
dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah. Dalam
hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan
rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi,
Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah
kepada Kepala Bappeda. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah
disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian
Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan
oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku
kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun
dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat
Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua)
minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam
Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan
proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Daerah tentang RPJMD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program
dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan,
program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk
diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah
tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras
dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi
ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan
rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi
Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan
Akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala
Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses
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penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra
Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian
Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah
dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka
menengah, dan rencana pembangunan Tahunan. Oleh karena itu suatu
dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen
perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sistem Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah
pembangunan Nasional. @ Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat
strategi  pembangunan  Nasional, kebijakan  umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. @Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029



perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat
visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan
RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,
lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Kementerian/Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMN dan bersifat indikatif. Renja Kementerian/Lembaga disusun dengan
berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada
prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan
wajib dan/atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD
dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Renstra Perangkat
Daerah Provinsi. Dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah
menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan
RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Renstra

BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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10.

11.

Undang Nomor Republik Indonesia 34 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79);
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3 Nomor Registrasi Peraturan Daerah
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 2,9/2021);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
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Tahun 2023 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau: 6,39/2023);

24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);

26. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1360);

27. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk
menentukan arah dan strategi kebijakan perencanaan pembangunan di
BKPSDM Kota Batam selama periode 2025-2029 dengan mengacu pada
RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah:

1. Menjamin keterkaitan, konsistensi, sinergisitas, dan keterpaduan
dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara
vertikal maupun horisontal, sekaligus juga dalam menjaga konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan
garis besar isi dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah

Bab ini berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi
BKPSDM Kota Batam, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan BKPSDM Kota Batam. Selain itu juga
memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi
berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi.
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Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan BKPSDM
Kota Batam yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam
Tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan BKPSDM yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Bab IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu
juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang
disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan
dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-
2029.

BabV  Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan terdiri atas
urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan
urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah
urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan
umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai Kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh Gubernur dan
Bupati/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan.
Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan Pemerintahan yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Batam bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pelatihan serta pendidikan
(diklat). Dengan kata lain BKPSDM berperan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi administrasi dan pengembangan sumber daya
manusia aparatur daerah agar dapat menjalankan tugas-tugas
pemerintahan secara efektif dan efisien.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, serta
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 20 Tahun 2024 tentang Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja
BKPSDM Kota Batam. BKPSDM Kota Batam dilengkapi dengan
organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai
berikut:
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi BKPSDM Kota Batam
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Tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Batam berdasarkan

Peraturan Wali Kota Batam sebagai berikut:

1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan,
pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi,
kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja
dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi,
bidang mutasi, kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan,

penilaian kinerja dan penghargaan aparatur dan bidang
pengembangan aparatur;

c. pembinaan dan pelaksanaan bidang pengadaan,
pemberhentian, informasi dan fasilitasi, bidang mutasi,

kepangkatan dan promosi, bidang pembinaan, penilaian kinerja
dan penghargaan aparatur dan bidang pengembangan aparatur;
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan
mempunyai uraian tugas:
a. menetapkan rencana dan program kerja Badan sesuai dengan

kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan
program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada
Badan yang meliputi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan UPTD, serta
Kelompok Jabatan Fungsional;

membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada
bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar
pekerjaan berjalan lancar;

membina bawahan di lingkungan Badan dengan cara memberikan
reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan
sasaran sesuai perundang-undangan agar diperoleh hasil yang
maksimal;

menetapkan penyusunan data informasi bahan penetapan
Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembanguna Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi, dan Rencana
Kerja serta rencana kerja lainnya di lingkungan Badan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan dan menetapkan Laporan
Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan Kinerja di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,;

menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem
Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Badan;
menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya dalam lingkup Badan;

menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM,
Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Badan;
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan, dan
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan;
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
produk hukum lingkup Badan;

. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh
para Kepala Bidang;

mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di
lingkungan Badan,;

mengusulkan/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Pengguna  Barang, Kuasa  Pengguna  Barang, Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna,
Pengurus Barang Pembantu, Penatausahaan Keuangan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelola
Keuangan Daerah di lingkungan Badan;

menetapkan kebijakan teknis pelaksana tugas yang meliputi
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Bidang Mutasi
dan Promosi, Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan, dan
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan jabatan
fungsional yang menjadi tanggungjawabnya;
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q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat;

r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Bidang Mutasi dan
Promosi, Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan, dan Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas
di lingkungan Badan; dan

t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BKPSDM Kota Batam.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana
kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di
lingkungan Badan;

b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan

Badan;

pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan;

pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan ke rumah tanggaan,

keamanan dalam, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik
daerah, serta urusan dokumentasi dan informasi;

e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, serta
evaluasi kinerja ASN;

f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas
bidang; dan

g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan.

a0

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris mempunyai

uraian tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan
berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan
Badan;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan
kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan,
kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai Badan;

d. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, rencana
kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;

e. melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan
keuangan dan aset Badan;

f. menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan
pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-
undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, dan
protokol, serta hubungan masyarakat;

g. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan
informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan
Badan yang meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana kerja Badan
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan data dan
informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan
Badan yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Badan;
mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
kematangan perangkat daerah di lingkup Badan;
mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi budaya
kerja di lingkup Badan;

mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup Badan;

. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja,

SOP, SPP, Indeks IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja
di lingkup Badan;

menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IKM,
Analisa Jabatan, serta Analisa Beban Kerja pada lingkup
Sekretariat Badan;

menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai
petunjuk dari pimpinan;

mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan
serta pembukuan untuk belanja pengeluaran dibantu oleh
bendahara pengeluaran;

mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pelaporan
penatausahaan keuangan pada Badan;

mengoordinasikan  kegiatan pemeriksaan dan  penelitian
kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan,
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran
Langsung sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan
pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai
dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan
pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Badan;
menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pemegang
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan
sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di
lingkungan Badan;

melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di
lingkungan Badan meliputi inventarisasi, penyimpanan dan
pelaporan;

. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah

dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;
menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional,

membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan
kesekretariatan;
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z. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat;

aa. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
atasan; dan

bb.melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok Sekretaris
lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum

mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja
di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap
terfokus;

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, dan pengelolaan dokumentasi, serta kearsipan;

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan
tata naskah di lingkungan pekerjaannya;

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas, dan rapat-rapat di
lingkungan Badan;

i. melaksanakan pengurusan ke rumah tanggaan, keamanan,
ketertiban dan kebersihan kantor;

j- melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan
lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan, dan aset lainnya;

k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;

1. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan
administrasi  kepegawaian yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi
data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai,
kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, Asuransi Kesehatan
Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan tugas belajar,
ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, administrasi
pernikahan/perceraian, pengelolaan administrasi perjalanan dinas
serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk
mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis, dan fungsional
di lingkungan Badan;

n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang
meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
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pengkajian kompetensi, dan kualifikasi jabatan, rencana
kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

o. melaksanakan  pengoordinasian administrasi penyusunan
penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan
Daftar Urut Kepangkatan,;

p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Badan;

q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan perangkat
daerah di lingkup Badan;

r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup
Badan;

s. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah
untuk ditanda tangani pimpinan;

u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi
umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;

v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat;

w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,;

x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas, dan mempertanggung jawabkan kepada Sekretaris; dan

y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan pada lingkup Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan  Fasilitasi
mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program lingkup pengadaan,
pemberhentian, informasi dan fasilitasi.

2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengadaan,
pemberhentian, informasi dan fasilitasi.

3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan
fasilitasi.

4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengadaan, pemberhentian, informasi dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Faslitasi dibantu oleh Kelompok
Jabatan Fungsional.

5. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi
Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Badan pada lingkup bidang Mutasi, Kepangkatan dan
Promosi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan
dan Promosi mempunyai fungsi:
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1) Penyusunan rencana dan program lingkup mutasi, kepangkatan
dan promosi.

2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup mutasi,
kepangkatan dan promosi.

3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta
urusan pemerintahan daerah bidang mutasi, kepangkatan dan
promosi.

4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup mutasi, kepangkatan dan promosi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang
Mutasi, Kepangkatan dan Promosi dibantu oleh Kelompok Jabatan
Fungsional.

6. Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur.
Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan pada lingkup
Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang
Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur mempunyai
fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan, penilaian
kinerja dan penghargaan aparatur.

2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pembinaan,
penilaian kinerja dan penghargaan aparatur.

3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta
urusan pemerintahan daerah bidang pembinaan, penilaian
kinerja dan penghargaan aparatur.

4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup pembinaan, penilaian kinerja dan penghargaan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang
Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Bidang Pengembangan Aparatur
Bidang Pengembangan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Badan lingkup Pengembangan Aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan
Aparatur mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan
aparatur.
2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup
pengembangan aparatur.
3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta
urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan aparatur.
4) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup pengembangan aparatur.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang
Pengembangan Aparatur dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BKPSDM Kota Batam mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan telah sesuai
dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang terdapat pada
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
yaitu adanya Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

2.1.2. SUMBER DAYA BKPSDM KOTA BATAM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, BKPSDM Kota
Batam didukung oleh sumber daya manusia/aparatur dan sarana
prasarana.

2.1.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang
harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai
akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan wusaha tersebut.
Berdasarkan data pada bulan Agustus 2025, BKPSDM Kota Batam
memiliki 55 orang pegawai, terdiri dari 48 orang PNS dan 7 orang PPPK
yang dialokasikan untuk melayani Aparatur yang berada di lingkungan
Pemerintah Kota Batam sebanyak 5.448 orang PNS dan 5.762 orang
PPPK. Secara lebih jelas sumber daya manusia di BKPSDM Kota Batam
dapat di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Data Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2025

Golongan Ruangan

Uraian Non

II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d Gol

Kepala 1

N~

Sekretariat 1 1 1

Jabatan
Fungsional

Jabatan
Pelaksana

PPPK

Bidang
Pengadaan,
Pemberhentian,
Informasi dan
Fasilitasi

Kabid
Pengadaan,
Pemberhentian, 1
Informasi dan
Fasilitasi

Jabatan
Fungsional

Jabatan
Pelaksana

PPPK

Bidang Mutasi,
Kepangkatan
dan Promosi

Kabid Mutasi,
Kepangkatan 1
dan Promosi

Jabatan
Fungsional

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029




Golongan Ruangan

No. Uraian Non
Il/a | 1I/b | I/c | 1I/d | IIl/a | III/b | III/c | II/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | ‘o

Jabatan 5 )
Pelaksana

PPPK 2

Bidang
Pembinaan,
Penilaian
Kinerja Dan
Penghargaan
Aparatur

Kabid
Pembinaan,
Penilaian
Kinerja Dan
Penghargaan
Aparatur

J abatgn 1 1 3
Fungsional

Jabatan
Pelaksana

PPPK

Bidang
4 | Pengembangan
Aparatur

Kabid
Pengembangan 1
Aparatur

Jabatan
Fungsional

Jabatan
Pelaksana

PPPK 5

Jumlah 2 10 6 S 17 6 1 1 7

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah
pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Batam dengan golongan ruang Illa ke atas sebanyak 46 orang PNS dari
48 orang PNS atau sebesar 95,83%. Sedangkan golongan ruang Illa ke
bawah sebanyak 2 orang PNS dan sisanya 7 orang PPPK. Kondisi ini sudah
sangat baik karena akan dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi
secara optimal.

Tabel 2.2. Data Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan
S3 S2 S1 DIV DIII SMA

No. Uraian

1 | Kepala
2 Sekretariat 2

Jabatan Fungsional
Jabatan Pelaksana

PPPK

Bidang Pengadaan,

3 | Pemberhentian, Informasi
dan Fasilitasi

Kabid Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi 1
dan Fasilitasi
Jabatan Fungsional 3 1
Jabatan Pelaksana 1 4 2

[O) Il i N
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Pendidikan
S3 S2 S1 DIV DIII SMA

No. Uraian

PPPK

Bidang Mutasi,
Kepangkatan dan Promosi
Kabid Mutasi, Kepangkatan
dan Promosi

Jabatan Fungsional 1 4
Jabatan Pelaksana 1 2
PPPK 2
Bidang Pembinaan,

4 | Penilaian Kinerja Dan
Penghargaan Aparatur
Kabid Pembinaan, Penilaian
Kinerja Dan Penghargaan 1
Aparatur

Jabatan Fungsional
Jabatan Pelaksana 1 1 1
PPPK

Bidang Pengembangan
Aparatur

Kabid Pengembangan
Aparatur

Jabatan Fungsional 2 2
Jabatan Pelaksana 1
PPPK 5

Jumlah 13 33 3 2 4
Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas tingkat pendidikan formal pegawai
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Batam dari DIV/S1 ke atas sebanyak 49 orang atau sebesar 89,09%,
sedangkan tingkat Pendidikan dari DIII ke bawah sebanyak 6 orang atau
sebesar 10,91%.

Tabel 2.3. Data Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

Jenis Kelamin
No. Uraian Laki-
Laki

Perempuan

1 | Kepala
Sekretariat 1
Jabatan Fungsional
Jabatan Pelaksana 4
PPPK

3 | Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi
Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi 1

Jabatan Fungsional 2 2
Jabatan Pelaksana 4

PPPK

4 | Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Promosi

Kabid Mutasi, Kepangkatan dan Promosi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pelaksana

PPPK

4 | Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan
Aparatur

Kabid Pembinaan, Penilaian Kinerja Dan Penghargaan 1
Aparatur

W IN |+~

= WIN| =
w
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Jenis Kelamin
No. Uraian Laki- Perempuan
Laki
Jabatan Fungsional 2 3
Jabatan Pelaksana 1 2
PPPK
4 | Bidang Pengembangan Aparatur
Kabid Pengembangan Aparatur
Jabatan Fungsional 1 2
Jabatan Pelaksana 2
PPPK 3 2
Jumlah 29 26

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas pegawai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam jumlah laki-laki
sebayak 29 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 26 orang.
Kondisi ini tidak terlalu signifikan antara jumlah laki-laki dengan
perempuan.

2.1.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Batam
tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya
manusia saja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga
menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,
sehingga tercapai kualitas kerja yang baik.

Sarana dan ©prasarana merupakan penunjang di dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Batam. Sarana dan
prasarana yang tersedia di BKPSDM Kota Batam berasal dari APBD
dijabarkan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.4. Daftar Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Batam Tahun 2025

Kondisi
No. Nama Barang Jumlah Satuan Rusak Rusak Rusak
Baik 3
Ringan | Sedang Berat
1 A.C. Split 8 | Unit 8
2 Brandkas 3 | Unit 1 2
3 Camera Digital 1 | Unit 1
4 Camera Digital 1 | Unit 1
S Card Reader KTP Elektronik 1 | Unit 1
6 CCTV - Camera Control Television 1 | Unit 1
System
7 Filing Cabinet Besi 15 | Unit 10 4 1
8 Hub 2 | Unit 1
9 Infrared Thermometer 1 | Unit 1
10 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 10 | Unit 9 1
Eselon III
11 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 3 | Unit 3
12 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 | Unit 2
13 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III S | Unit S
14 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 | Unit 11
15 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 | Unit 1
Eselon II
16 | Lap Top 11 | Unit 11
17 | Layar Film /Projector 2 | Unit 2
18 | Lemari Besi/Metal 1 | Unit 1
19 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 9 | Unit 9
Dinamis
20 | Lemari Es 1 | Unit 1
21 | Lemari Kayu 6 | Unit 6
22 | Locker 2 | Unit 1 1
23 | Loudspeaker 2 | Unit 2
24 | Mainframe (Komputer Jaringan) 1 | Unit 1
25 | Meja Kerja 3 | Unit 3
26 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 43 | Unit 43
27 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 | Unit 1
28 | Meja Komputer 1 | Unit 1
29 | Meja Rapat 1 | Unit 1
30 | Mesin Absensi 8 | Unit 8
31 | Mesin Barcode 4 | Unit 4
32 | Mesin Cetak Elektronik 1 | Unit 1
33 | Mesin Penghancur Kertas 1 | Unit 1
34 | Monitor 1 | Unit 1
35 | Note Book 3 | Unit 3
36 | P.C Unit 40 | Unit 39 1
37 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 39 | Unit 39
38 | Scanner (Peralatan Personal 3 | Unit 3
Komputer)
39 | Sedan 1 | Unit 1
40 | Sofa 1 | Unit 1
41 | Station Wagon 5 | Unit 5
42 | Storage Modul Disk (Peralatan 1 | Unit 1
Mainframe)
43 | Televisi 1 | Unit 1
44 | Voice Recorder 1 | Unit 1
TOTAL 259 248 7 3 0

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025
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Sarana kantor dalam menunjang kelancaran tupoksi SDM BKPSDM
Kota Batam, seperti komputer, laptop, scanner dan printer sangat
diperlukan. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga memerlukan
perawatan dan peremajaan secara berkala untuk menunjang kelancaran
tupoksi SDM BKPSDM Kota Batam.

2.1.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

2.1.3.1.CAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

Pada bagian ini dijelaskan tingkat capaian kinerja BKPSDM Kota
Batam selama periode Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2021-
2024. Kinerja pelayanan BKPSDM Kota Batam yang utama pada lima
Tahun sebelumnya berkaitan dengan urusan pemerintahan  yaitu
perumusan kebijakan teknis, penyusunan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kota
Batam pada lima Tahun sebelumnya adalah penempatan ASN yang sesuai
kompetensi, pelayanan kepegawaian, peningkatan kompetensi,
penyusunan data dan informasi, pelaksanaan pembinaan.

Capaian kinerja BKPSDM Kota Batam diuraikan dalam tabel 2.5
berikut:
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kota Batam

No.

Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

Agustus
2025

2021

2022

2023

2024

Agustus
2025

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Indeks
Profesionalitas
ASN

53,99

55,49

60,00

62,00

64,00

66,13

79,14

84,73

84,72

85,07

122,49

142,62%

141,22%

136,65%

132,92

Persentase
Penyelesaian
Pelayanan
Informasi
Kepegawaian

97,90%

98,00%

98,30%

98,60%

98,80%

98,73%

99,54%

98,30%

99,56%

95,55%

100,85%

101,57%

100,00%

100,97%

96,71%

Persentase
Peningkatan
Kinerja dan
Disiplin ASN

30,06%

30,11%

30,16%

30,21%

30,26%

30,01%

30,04%

30,16%

29,98%

29,99%

99,86%

99,77%

100,00%

99,24%

99,11%

Persentase
ASN yang
Memenuhi
Kualifikasi
dan
kompetensi

23,93%

25,38%

29,84%

31,79%

33,74%

21,98

36,81%

29,84%

53,74%

55,09%

91,85%

145,04%

112,00%

169,05%

163,28%
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada
asas salah satunya adalah kebijakan profesionalitas. Profesionalitas ASN
merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya
sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan
pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN
diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN). Berdasarkan
nilai yang sudah ditetapkan, maka capaian target nilai Indeks
Profesionalitas ASN untuk Tahun 2025 dengan predikat tinggi yaitu 85,07
dari target 64,00 dapat direalisasikan sebesar 132,92%.

Persentase penyelesaian pelayanan informasi kepegawaian
adalah metrik yang mengukur tingkat keberhasilan atau penyelesaian
tugas-tugas yang berkaitan dengan informasi kepegawaian dalam suatu
instansi. Pengukuran ini penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas
pelayanan informasi kepegawaian dan dapat digunakan sebagai bagian
dari Indikator Kinerja Utama (IKU) atau rencana kerja suatu badan
kepegawaian. Berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan, maka capaian
target persentase penyelesaian pelayanan informasi kepegawaian untuk
Tahun 2024 dengan predikat tinggi yaitu 99,56% dari target 98,60% dapat
direalisasikan sebesar 100,97%.

Persentase peningkatan kinerja dan disiplin ASN, digunakan untuk
mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit
organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang
dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur
data atau informasi lainnya memuat hukuman yang telah diterima PNS,
dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran.
Berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan, maka capaian target Persentase
peningkatan kinerja dan disiplin ASN untuk Tahun 2023 dengan predikat
tinggi yaitu 30,16% dari target 30,16% dapat direalisasikan sebesar
100,00%.

Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
Peningkatan kompetensi ASN sangat penting untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan efisien, serta untuk
menjamin akuntabilitas kinerja ASN. Berdasarkan nilai yang sudah
ditetapkan, maka capaian target Persentase ASN yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi untuk Tahun 2025 dengan predikat tinggi yaitu
55,09% dari target 33,74% dapat direalisasikan sebesar 163,28%.

Capaian kinerja program dan kegiatan pelayanan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam lima Tahun periode 2025-2026 dapat
dilihat dari tabel-tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.6. Jumlah ASN Pemerintah Kota Batam Periode

Tahun 2021-2025

ASN 2021 2022 2023 2024 2025
PNS 5.662 5.765 5.628 5.491 5.465
PPPK 105 1.070 2.172 2.590 5.762
Jumlah 5.767| 6.835| 7.800 8.081 11.227

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Tabel 2.7. Jumlah ASN Pemerintah Kota Batam berdasarkan

Jenjang Pendidikan Periode Tahun 2021-2025

P;I?gi]l;l:{iN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
S-3 5 3 3 4 6
S-2 302 | 450| 462| 565| 656
S-1 3698 | 5112| 6347| 6723| 7120
D-IV 142 | 154| 202| 238| 261
D-1II 638 | 772| 1071| 1169| 1195
D-II 129 74 53 41 28
D-I 7 5 4 4 3
SLTA/SMA 709 | 637| 647| 592| 1855
SLTP/SMP 24 20 16 13 32
SD 18 18 21 14 70
JUMLAH 5.762 | 7.245| 8.826| 9.363 | 11.226

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Tabel 2.8. Jumlah PNS Pemerintah Kota Batam yang Mengikuti Diklat
Prajabatan/Latsar CPNS Periode Tahun 2021-2025

TAHUN
JENIS DIKLAT
2021 2022 2023 2024 2025
Golongan I 0 0 0 0 0
Golongan II 35 133 0 0 1
Golongan III 97 133 0 0 83
Jumlah 132 266 0 0 84

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029




Tabel 2.9. Jumlah PNS Pemerintah Kota Batam yang Mengikuti Diklat
Kepemimpinan Periode Tahun 2021-2025

TAHUN
JENIS DIKLAT
2021 2022 2023 2024 2025
Diklat PIM Tingkat I/PKN 0 4 2 4 4
Diklat PIM Tingkat II/PKA 0 0 5 10 40
Diklat PIM Tingkat III/ PKP 0 0 40 80 80
Jumlah 0 4 47 94 124

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Tabel 2.10. Jumlah PNS yang belum mengikuti Diklat
Kepemimpinan sampai dengan Tahun 2025

TAHUN 2025 PERSENTASE
JENIS DIKLAT JUMLAH
BELUM SUDAH BELUM | SUDAH

Diklat PIM Tingkat I/ 12 26 38 31,58 68,42
PKN

Diklat PIM Tingkat

11/ PKA 138 40 178 77,53 22,47
Diklat PIM Tingkat

11/ PKP 338 220 558 60,57 39,43
JUMLAH 488 286 774 63,05 36,95

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025

Tabel 2.11. Jumlah Pejabat Eselon pada Pemerintah Kota Batam
Periode Tahun 2021-2025

ESELON 2021 2022 2023 | 2024 | 2025
Pimpinan Tinggi Pratama 38 38 38 36 38
Administrator 158 180 184 181 174
Pengawas 844 532 584 565 557
Total 1040 750 806 782 769

Sumber: BKPSDM Kota Batam bulan Agustus 2025
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2.1.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM

Potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan BKPSDM Kota Batam dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kota Batam Tahun 2021-2025

Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi anggaran pada tahun

Rasio antara realisasi anggaran tahun

Rata-rata
pertumbuhan (%)

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

Agustus 2025

2021

2022

2023

2024

Agustus
2025

Anggaran Realisasi

Program
Penunjang
Urusan Pemerint
ah Daerah
Kabupa
ten/Kota

10.734.966.790

11.936.926.895

12.379.855.801

14.268.493.375

14.497.674.838

10.080.845.076

11.308.644.865

11.859.830.594

13.590.483.691

9.259.245.945

93,90

94,74

95,8

97,13

63,86

7,94 -0,06

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

9.920.245.670

10.715.116.941

11.023.628.181

12.928.720.485

13.990.307.838

9.434.900.774

10.314.864.560

10.748.540.164

12.558.125.079

8.970.019.595

95,10

96,26

97,50

97,13

64,11

Administrasi
Kepegawai an
Perangkat Daerah

39.325.000

34.170.000

86,89

#DIV/0! #DIV/0!

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

579.155.000

715.413.922

628.889.700

816.165.250

215.112.000

443.289.109

518.780.029

480.690.786

546.567.776

108.068.150

76,54

72,51

76,43

66,96

50,23

-8,11 -14,21

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

195.000.000

368.497.000

310.725.000

71.285.000

193.800.000

293.960.000

292.877.000

67.520.000

99,38

79,77

94,25

94,71

#DIV/0! #DIV/0!

Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah an
Daerah

89.602.720

95.096.032

100.775.920

35.452.640

2.520.000

87.775.393

86.888.176

91.198.744

34.962.836

153.300

97,96

91,36

90,49

98,61

6,08

-36,40 -39,32

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah an
Daerah

145.963.400

216.300.000

218.740.000

177.430.000

218.450.000

114.879.800

194.312.100

211.270.900

157.951.000

113.484.900

78,70

89,83

96,58

89,02

51,95

13,39 6,12

Program
Kepegawai an

705.199.000

1.847.059.000

1.716.195.752

2.166.579.000

2.245.879.898

319.613.258

742.291.773

1.196.081.210

1.487.075.330

902.402.710

45,32

40,18

69,69

68,63

40,18

46,18 44,60

Pengadaan,
Pemberhentian
dan Informasi
Kepegawai an
ASN

389.415.000

914.017.000

610.715.752

675.398.000

283.434.000

76.822.600

250.455.461

350.727.889

375.711.948

114.670.000

19,72

27,40

57,42

55,62

40,45

13,52 50,92

Mutasi dan
Promosi ASN

14.500.000

616.130.000

400.614.000

404.589.000

590.919.000

13.050.000

296.592.469

246.211.000

145.097.935

161.556.470

90,00

48,13

61,45

35,86

27,33

1040,31 531,51
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Uraian

Anggaran pada tahun

Realisasi anggaran pada tahun

Rasio antara realisasi anggaran tahun

Rata-rata
pertumbuhan (%)

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022 2023

2024

Agustus 2025

2021

2022

2023

2024

Agustus
2025

Anggaran Realisasi

Pengembangan
Kompetensi ASN

301.284.000

212.000.000

393.108.000

781.660.000

T.105.262.808

229.740.658

120.000.000 303.178.000

671.502.400

626.176.240

76,25

56,60

77,12

85,90

56,65

49,01 54,90

Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur

104.912.000

311.758.000

304.932.000

266.264.000

75.243.843 295.964.321

294.763.047

71,72

94,93

96,66

#DIV/0! #DIV/0!

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

1.003.450.000

4.628.132.300

2.653.155.500

5.265.769.000

6.397.735.000

743.377.200

3.065.889.549 1.500.462.916

4.022.867.973

2.963.213.032

74,08

66,24

56,55

76,39

46,31

109,63 100,78

Pengembangan
Kompetensi
Teknis

965.588.300

1.243.155.500

3.321.981.000

2.983.077.000

676.235.593 699.715.848

2.424.529.497

1.841.373.032

70,03

56,28

72,98

61,72

#DIV/0! #DIV/0!

Sertifikasi,
Kelembaga an,
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial dan
Fungsional

1.003.450.000

3.662.544.000

1.410.000.000

1.943.788.000

3.414.658.000

743.377.200

2.389.653.956 800.747.068

1.598.338.476

1.121.840.000

74,08

65,24

56,79

82,22

32,85

79,26 56,19

Total

12.443.615.790

18.412.118.195

16.749.207.053

21.700.841.375

23.141.289.736

11.143.835.534

15.116.826.187 14.556.374.720

19.100.426.994

13.124.861.687

71,10

67,05

74,01

80,72

50,12

54,58 48,44
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Tabel 2.11 merupakan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Batam selama periode 2021-2025. Dalam tabel dapat dilihat bagaimana
rasio antara realisasi dan anggaran setiap tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Rasio antara realisasi
dan anggaran Tahun 2021 sebesar 71,10 %, Tahun 2022 sebesar 67,06 %,
Tahun 2023 sebesar 74,02%, Tahun 2024 sebesar 80,72 % dan Agustus
Tahun 2025 sebesar 50,12 %.

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan BKPSDM Kota Batam,
maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah
aparatur sipil negara (ASN)di lingkungan pemerintah daerah,
termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator, Jabatan
Fungsional, dan seluruh karyawan/pegawai pemerintah daerah lainnya,
yang membutuhkan pembinaan kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia.

2.1.4.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Analisis yang digunakan untuk mengenali tantangan dan peluang
organisasi adalah matrik SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and
Threat) yang dapat digunakan untuk menyusun pengembangan organisasi
berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki
oleh suatu organisasi. Analisis SWOT mengidentifikasi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi dengan cara
memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan
dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Kekuatan (Strengths)
merupakan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki untuk menghadapi
tantangan yang ada, sehingga organisasi dapat bertahan dan berkembang.
Kelemahan (Weakness) adalah kelemahan yang dimiliki organisasi yang
diharapkan dapat diminimalkan dengan nilai lebih yang dimiliki organisasi.
Sedangkan peluang (Opportunities) merupakan peluang yang ada sehingga
dapat mengambil kesempatan yang ada dan mengatasi kelemahan yang
dimiliki. Sementara itu ancaman (Threat) yaitu kecenderungan yang tidak
menguntungkan dan mengancam kedudukan organisasi dalam
menjalankan perannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan yang
dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dinilai
berdasarkan kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam
melakukan penyesuaian atau adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap
lingkungan internal maupun eksternal, merupakan hal yang penting
dilakukan oleh suatu organisasi untuk membantu organisasi mengambil
strategi yang tepat dalam manajemen organisasinya.

Adapun tujuan dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk
mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BKPSDM Kota
Batam. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BKPSDM Kota
Batam dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut.
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Tabel 2.13. Analisis SWOT

. Kemitraan dengan
Kementerian/Lembaga,
instansi daerah lain, dan
Perguruan Tinggi untuk
pelatihan kompetensi
ASN.

. Penggunaan media sosial
sebagai sarana informasi
kegiatan pengembangan
sumber daya manusia
bagi ASN Pemerintah
Kota Batam.

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
. Adanya komitmen yang tinggi dari |1. Belum meratanya peningkatan
Wali Kota Batam dan seluruh pengembangan kompetensi
jajarannya dalam mengembangkan pegawai berdasarkan PP
SDM aparatur yang berkelanjutan Nomor 11 Tahun 2017 tentang
dan dinamis. Manajemen PNS, bahwa
. Memiliki dasar hukum atau pengembangan kompetensi
kebijakan internal yang kuat adalah hak setiap PNS paling
untuk mengelola dan sedikit 20 JP setiap tahun.
mengembangkan SDM ASN, serta |2. Belum meratanya peningkatan
mampu beradaptasi dengan pengembangan kompetensi
> kebijakan pemerintah terkait pegawai berdasarkan PP
= kepegawaian. Nomor 49 Tahun 2018
ES ; . Memiliki ASN dengan kompetensi, tentang Manajemen PPPK,
- 5 dedikasi, dan profesionalisme yang bahwa pengembangan
= ©] tinggi, serta tim kerja yang kompetensi adalah hak setiap
2 E terampil dalam bidang manajemen PPPK paling banyak 24 JP
(/)] E kepegawaian dan pengembangan setiap tahun.
7)) % sumber daya manusia. 3. Belum optimalnya
s Z . Pemanfaatan teknologi informasi pemanfaatan pelayanan untuk
o ? dan komunikasi untuk mendukung pengembangan
mendukung proses manajemen SDM ASN.
= kepegawaian, seperti sistem 4. Keterbatasan dalam
informasi kepegawaian (SIMPEG). meningkatkan kesadaran diri
ASN mengenai kedisiplinan
dan profesionalime.

5. Sarana dan prasarana yang
dimiliki BKPSDM belum
memadai untuk menunjang
kinerja secara optimal.

6. Belum adanya sarana dan
prasarana diklat/ruangan
diklat/gedung diklat yang
dapat menampung kegiatan.

FAKTOR EKSTRENAL
PELUANG (O) STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O)

1. Letak lokasi Kota Batam . Memanfaatkan kekuatan BKPSDM |1. Pemanfaatan platform e-
yang strategis,menjadi dalam menyelenggarakan learning untuk pelatihan
daya tarik pelaksanaan pengembangan kompetensi. SDM, sehingga dapat
pengembangan SDM dari . Memanfaatkan eksistensi lembaga menjangkau lebih banyak
berbagai Instasi baik dari pengelola sumber daya aparatur ASN.
pemerintah pusat atau untuk mendorong kebijakan 2. Melakukan sosialisasi
swasta. pengembangan SDM yang lebih pelayanan kepegawaian

. Tersedianya berbagai baik. BKPSDM secara berkala.
platform/aplikasi layanan . Menggunakan sistem kerja untuk [3. Memfasilitasi pengembangan
ASN digital dari meningkatkan efisiensi dan kompetensi ASN dengan
Kementerian/Lembaga efektivitas (waktu, tenaga, biaya) Kementerian/Lembaga dan
untuk meningkatkan secara optimal. perguruan tinggi.
efisiensi, transparansi, 4. Penerapan pemberian
dan akuntabilitas penghargaan dan penegakan
pelayanan publik, serta sanksi disiplin sesuai dengan
mempercepat ketentuan.
transformasi birokrasi. 5. Menyelenggarakan sosialiasi

dan BIMTEK ASN untuk
menumbuhkan kesadaran
ASN dalam penerapan
peraturan kepegawaian.
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ANCAMAN (T)

STRATEGI (S-T)

STRATEGI (W-T)

1. Pesatnya kemajuan

teknologi dapat
mengancam sistem dan
proses manajemen
kepegawaian yang sudah
ada jika tidak segera
diperbarui.

. Perubahan undang-
undang atau kebijakan
pemerintah pusat
mengenai manajemen
kepegawaian dapat
memaksa BKPSDM
untuk menyesuaikan
program dan strateginya.

. Masih kurangnya
kesadaran ASN dalam
pengembangan
kompetensi terutama di
daerah hinterland.

1. Menggunakan kekuatan internal
BKPSDM (misalnya, sistem
informasi yang baik) untuk
menahan atau mengurangi
dampak ancaman.

2. Mengoptimalkan SDM internal

melalui pengembangan
kompetensi dan sertifikasi secara
berkelanjutan untuk memperkuat
sistem manajemen ASN.

3. Menata dan menempatkan ASN

sesuai dengan manajemen ASN
dan sistem merit untuk efisiensi
kerja dan pencapaian tujuan
instansi.

. Meningkatkan kompetensi

ASN agar mampu
mengimbangi perubahan
peraturan dan perkembangan
teknologi.

. Berkolaborasi dengan

Kementerian/Lembaga dan
perguruan tinggi untuk
memenuhi kebutuhan ASN
yang beraya daya saing.

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029




2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya manusia
aparatur telah dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan pegawali,
perbaikan sistem rekruitmen pegawai, pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan
tinggi secara terbuka, peningkatan sistem aplikasi manajemen kepegawaian,
pengukuran kompetensi pegawai dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang meliputi penyusunan dan penetapan
kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier,
promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,
disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta
perlindungan. Keseluruhan aspek layanan manajemen ASN tersebut merupakan
penjabaran dari tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis
gambaran umum BKPSDM Kota Batam, maka dirumuskan permasalahan
utama pembangunan Jangka Menengah yaitu: Belum optimalnya kualitas SDM
ASN, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. ASN belum memiliki motivasi

Belum optimalnya terhadap penjenjangan karir.
penjenjangan karir ASN. 2. Penerapan sistem merit belum
optimal.

1. ASN belum memiliki pemahanan
yang baik terhadap tugas dan
fungsinya.

2. Terdapat ketidaksesuaian jumlah
ASN dengan beban kerja yang
sebenarnya, sehingga kinerja ASN

Belum optimalnya kinerja tidak optimal. . _
Belum optimalnya | ASN. 3. Beberapa ASN masih menunjukkan
kualitas SDM ASN perilaku disiplin yang rendah,
di Kota Batam. kurangnya tanggung jawab, serta

menurunya kualitas etos kerja, yang
mengganggu kinerja organisasi.

4. Pegawai tidak dapat memanfaatkan
waktu kerja secara optimal.

1. Masih ada ASN yang menduduki
jabatan tertentu namun belum

Belum optimalnya mengikuti diklat yang sesuai dengan

peningkatan kompetensi syarat jabatannya.

ASN. 2. Belum tuntasnya pemetaan
kesenjangan kompetensi di semua
jenjang.
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2.2.2. TELAAHAAN DOKUMEN LAINNYA

2.2.2.1. TELAAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029

Telaahan RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk membantu merumuskan
isu strategis (Menteri Dalam Negeri 2025). RPJMN 2025-2029 menyebutkan
adanya dua aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan Pembangunan
(development constraint), yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup serta kapasitas ruang fiskal yang terbatas yang merupakan kemampuan
untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang semakin besar dan beragam
(Presiden Republik Indonesia 2025). Sementara itu tantangan pembangunan
nasional mencakup: (1) Rendahnya produktivitas (2) Rendahnya Kualitas
Sumber Daya Manusia (3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat (4) Kebutuhan
Hidup tinggi pada Usia Produktif (5) Krisis Lingkungan (6) Geopolitik dan
Geoekonomi (7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah (Presiden Republik
Indonesia 2025).

2.2.2.2. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2025-2029

Renstra Kementerian PAN-RB 2025-2029 memfokuskan pada Agenda
Nasional Reformasi Birokrasi (RB) 2025-2029 yang berbasis digital governance
transformatif sambil tetap mengutamakan manusia dalam pelayanan dan tata
Kelola. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi berkualitas, kapabel, dan
berdaya saing, dengan strategi yang meliputi transformasi kelembagaan,
penguatan kolaborasi, dan peningkatan kualitas ASN. Penekanan juga
diberikan pada pembangunan internal Kementerian PANRB agar mampu
mendukung pencapaian tujuan nasional tersebut.

Sebagai lembaga pembina Aparatur Sipil Negara Kementerian PANRB
memiliki Visi 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia,
yang melibatkan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan dalam
berbagai aspek birokrasi, seperti tata kelola SDM, dan sistem manajemen
kinerja”. Misi PANRB mencakup “menciptatan kelembagaan birokrasi yang
efisien, membangun SDM aparatur yang professional, mengembangkan
system manajemen kinerja yang transparan, dan mewujudkan pelayanan
publik yang berkualitas®.

Paparan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya
hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan
tujuan BKPSDM Kota Batam dalam meningkatkan profesionalitas ASN
yaitu membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan
berwawasan global serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel dan melayani.

2.2.2.3. TELAAHAAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN
2025-2029

Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan
kewenangan yaitu Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN secara
Nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan fungsi (1) Pembinaan dan
Penyelenggaraan Manajemen ASN, (2) Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam
urusan pertimbangan Teknis Formasi, Pengadaan, Perpindahan antar Instansi,
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Persetujuan Kenaikan Pangkat, Pensiun, dan (3) Penyimpanan Informasi
Kepegawaian ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN.

Dalam rangka mengemban amanah mandat undang-undang, visi BKN
Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam
rangka mewujudkan Visi Presiden Yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas” dengan melaksanakan fokus agenda pembangunan Presiden
nomor 3 yaitu Transformasi Tata Kelola.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi
dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang
undangan kepada BKN dan penjabaran dari Misi memberikan kontribusi
nyata terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui
pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan
sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 2 pilar
yang menjadi Misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas
ASN melalui:

1) Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi
Pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan
kepegawaian, dan penjamin kualitas meritokrasi.

2) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Tujuan BKN adalah meningkatkan kualitas ASN dan Kapasitas
Manajemen ASN berbasis pendekatan Human Capital Development dengan
sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam
manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi,
(2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, professional dan
akuntabel serta berbasis digital.

Sasaran strategis BKN merupakan kondisi yang diinginkan dapat
dicapai oleh BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang
dilaksanakan. Dalam penyusunannya, BKN menjabarkan 2 tujuan yakni:

1) Meningkatkan kapabilitas Instansi Pemerintah dalam manajemen ASN
dan profesionalitas Pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi.

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, professional, dan
akuntabel serta berbasis digital.

Sejalan dengan Visi dan Misi serta tujuan BKN sebagai instansi
Pembina urusan penunjang bidang kepegawaian, maka BKPSDM Kota Batam
berusaha menyelaraskan Rencana Strategis BKPSDM Kota Batam dengan
Rencana Strategis BKN.

2.2.2.4. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
87 Tahun 2017, pada proses perumusan kebijakan rencana pembangunan
daerah diperlukan juga sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan lainnya,
yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Dalam pelaksanaannya, proses sinkronisasi antara kebijakan perencanaan
pembangunan daerah dengan RPPLH selanjutnya diselenggarakan melalui
penyusunan KLHS, yaitu kajian untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan. Dalam
hal ini, KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi,
adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD dan RPJMD, wajib
disertai dengan penyusunan KLHS. Dalam hal ini, dokumen KLHS menjadi salah
satu kelengkapan dokumen yang harus disampaikan pada proses evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang dilaksanakan
oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri.

Rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Batam
berdasarkan KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2030 adalah sebagai
berikut: (1) Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan, (2) Pemerataan Akses
dan Pelayanan Kesehatan, (3) Ketahanan Pangan, (4) Pemerataan
Kesejahteraan dan Pengentasan Kemiskinan, (5) Penguatan Moralitas
Masyarakat dan Kesetaraan Gender, (6) Pembangunan dan Pemerataan
Infrastruktur Wilayah, (7) Pengembangan dan Penguatan Iklim Investasi
Berusaha Berbasis UMKM, (8) Pengendalian Laju Inflasi, (9) Pusat Ekonomi
Wilayah, (10) Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku, (11) Pengelolaan Limbah
dan Persampahan, (12) Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat
Kerusakan Lingkungan, (13) Alih Fungsi lahan, (14) Peningkatan Gas Rumah
Kaca (GRK) dan Urban Heat Island (UHI), (15) Peningkatan Ancaman Bencana
Alam Akibat Perilaku Manusia, (16) Pelaksanaan Regulasi dan Hukum, serta
(17) Peningkatan Pelaksanaan Good and Smart Governance.

Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Batam terdapat
hubungannya KLHS. KLHS memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap
Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
serta program lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2.2.2.5. TELAAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029
merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama S (lima)
Tahun. Dalam perumusan Visi daerah Kota Batam telah memperhatikan dan
sejalan dengan visi Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo
Subianto. Asta Cita sendiri merupakan 8 misi yang diusung Presiden Prabowo
untuk mewujudkan visi, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia
Emas 2045”.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan
periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029
adalah: "BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-
2029, misi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut: 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang
akan menumbuh kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya
saing global. 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang
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Berkelanjutan. 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing,
produktif dan berakhlak mulia. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
good governance. 5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan kewenangannya berkaitan dengan misi ke 4 (empat) daerah dalam
“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang good governance”.

2.2.3. PENENTUAN ISI-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang
mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra BKN, Renstra
BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, maka
dapat dirumuskan isu-isu strategis BKPSDM sebagai berikut:
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Tabel 2.15. Isu Perangkat Daerah BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029

Potensi Daerah | Permasalahan Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD Isu Strategis PD
yang Menjadi PD yang
Kewenangan PD Relevan Global Nasional Regional
dengan PD
Pengembangan Peningkatan Peningkatan | Perkembangan | Pemerintah sedang 1. Kebutuhan akan ASN yang 1. Belum optimalnya kemampuan
kompetensi dan Kompetensi pelaksanaan | teknologi dan berupaya memiliki kompetensi memadai ASN yang dibutuhkan untuk
integritas ASN dan good and informasi meningkatkan sesuai perkembangan zaman menjalankan suatu jabatan.
seluruh Profesionalisme | smart dibidang kualitas ASN menjadi dan kebutuhan daerah. 2. Penempatan dan distribusi ASN
penyelenggara ASN governance kepegawaian pondasi penting 2. Penempatan dan distribusi ASN perlu penyesuaian di PD.
pemerintah untuk membangun perlu penyesuaian dengan 3. Terbatasnya pelatihan literasi
sumber daya manusia kebutuhan di seluruh wilayah. digital yang sistematis dan
unggul dan birokrasi |[3. Keterbatasan akses pelatihan berkelanjutan.
modern yang mampu dan kurangnya literasi digital.
menjawab tantangan [4. Belum optimalnya penerapan
global dan mencapai sistem manajemen kinerja dan
visi Indonesia Emas. pola karir yang berbasis sistem
merit
Belum Penguatan Kesenjangan penerapan sistem 1. Penerapan sistem manajemen
optimalnya Implementasi Sistem | merit disetiap daerah karena kinerja dan pola karir yang
sistem Merit dan manajemen | adanya perbedaan kontes berbasis sistem merit di PD.
manajemen talenta lingkungan, sosial dan geografis |2.Belum berjalan secara maksimal
talenta (mengidentifikasi, sistem manajemen karir dan
mengembangkan, dan manajemen talenta untuk
mempertahankan mewujudkan ASN professional

ASN yang potensial)

dan berintegritas
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Sinkronisasi KLHS ke dalam RPJMD bukan sekadar kewajiban
administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa
arah pembangunan Kota Batam lima Tahun ke depan berpijak pada prinsip
keberlanjutan, keadilan, dan ketahanan lingkungan. Renstra BKPSDM harus
menjadi dokumen kunci dalam mengawal implementasi rekomendasi KLHS
secara nyata di tingkat program dan kebijakan.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan
sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Batam
berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun
2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan wurusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pada penyusunan Renstra periode Tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran
BKPSDM Kota Batam sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, kemudian
Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kota
Batam.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan
sasaran pembangunan BKPSDM Kota Batam ditetapkan dengan mengacu pada
pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi BKPSDM
sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai
visi dan misi bidang perencanaan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari
segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang
lima Tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari
keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan BKPSDM
Kota Batam. Adapun tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Batam untuk periode
2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya kualitas manajemen ASN berbasis pendekatan kompetensi”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi
untuk pencapaian tujuan ini adalah:
1. Meningkatnya kapasitas manajemen dan profesionalitas ASN berbasis
meritokrasi;
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan 3 indikator yaitu :
o Indeks profesionalitas ASN dimensi kinerja.
o Indeks profesionalitas ASN dimensi disiplin.
o Indeks profesionalitas ASN dimensi kualifikasi.
2. Meningkatnya kapasitas ASN yang profesional dan akuntabel,
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Indeks
profesionalitas ASN dimensi kompetensi”.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan.
Pencapaian sasaran ini ditandai dengan indikator “Indeks kepuasan
masyarakat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam”.

Penetapan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebagai salah
satu indikator kinerja sasaran pada RPJMD sejalan dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
yaitu membangun Aparatur Sipil Negara yang Profesional. Kemudian
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang
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Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu
instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat
profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar
penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.
Standar Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kriteria yang
digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup
kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun instrumen
pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang
akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesional berupa
identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berupa tata cara
pengisiannya.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan

prinsip sebagai berikut :

1. Koheren; kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit

2. Kelayakan; standar pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disusun
dengan mempertimbangkan ketersediaaan data objektif atau data riil
yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN

3. Akuntabel,; pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat
dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya

4. Dapat ditiru; pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat ditiru dan
dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya

5. Multi dimensional; pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari
beberapa dimensi.

Standar dan dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ada 4
(empat) kriteria pengukuran yang diukur yaitu melalui dimensi
Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Setiap dimensi dimaksud mencakup bobot, deskripsi, dan indikator
sebagai satu kesatuan dari standar profesionalitas ASN, adapun dimensi
dalam pengukuran tingkat Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Standar Prefesional ASN

Standar
Profesionalitas ASN
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1. Dimensi Kualifikasi.

1) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi
sampai jenjang paling rendah

2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari keseluruhan pengukuran

3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir
yang dicapai oleh PNS, meliputi:

Pendidikan S-3 (Strata Tiga)

Pendidikan S-2 (Strata Dua)

Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)

Pendidikan D-III (Diploma Tiga)

Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat

f. Pendidikan di bawah SLTA.

4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya
sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga)

b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua)

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima Dbelas) bagi PNS yang
memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV
(Diploma Empat)

d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga)

e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh /memiliki
pendidikan D-II  (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat

f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki
pendidikan di bawah SLTA.

2. Dimensi Kompetensi.

1) Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti
oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;

2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh
persen) dari keseluruhan pengukuran;

3) Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi
yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan

b. Diklat Fungsional

c. Diklat Teknis

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya.

4) Instrumen pengukuran pada Diklat Kepemimpinan bobot penilaiannya
sebagai berikut:

a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan jabatan yang diduduki.

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang
belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
jabatan yang diduduki.

5) Instrumen pengukuran pada Diklat Fungsional bobot penilaiannya
sebagai berikut:

I
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a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

b. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

6) Instrumen pengukuran pada Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua
puluh) Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,
dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung
tugas dan fungsi jabatannya.

2) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,
dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung
tugas dan fungsi jabatannya.

3) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang
menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang
mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) Tahun terakhir.

4) Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas
jabatannya dalam 1 (satu) Tahun terakhir.

7) Instrumen pengukuran pada seminar /workshop/kursus/
magang/sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut :

a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus
magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) Tahun
terakhir.

b. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus
magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) Tahun
terakhir.

c. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan
jabatan fungsional yang belum mengikuti
seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya
dalam 2 (dua) Tahun terakhir.

d. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang
menduduki  jabatan = pelaksana yang telah  mengikuti
seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

e. Bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan
pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop
/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2(dua) tahun
terakhir.

f. Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/
sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan
sejenisnya.
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3. Dimensi Kinerja.

1) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi
mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta
perilaku PNS;

2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan pengukuran

3) Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang
mencakup sebagai berikut :

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP)

4) Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya
sebagai berikut :

a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100
(seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki
nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90
(sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh
puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) Tahun terakhir.

d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja
antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh)
dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja
antara S0 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1
(satu) tahun terakhir.

4. Dimensi Disiplin.

1) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi
kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah
diterima PNS.

2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari
keseluruhan pengukuran.

3) Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai
hukuman disiplin yang pernah diterima mencakup :

a. Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedang
c. Hukuman disiplin berat

4) Instrumen Pengukuran pada dimensi disiplin bobot
penilaiannya sebagai berikut :

a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin

b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan

c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada point c
yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir.
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Sedangkan untuk tingkat Thasil dari pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN antara 91 sampai dengan 100
dikategorikan sangat tinggi

2. Nilai Indeks Profesionalitas ASN antara 81 sampai dengan 90
dikategorikan tinggi

3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN antara 71 sampai dengan 80
dikategorikan sedang

4. Nilai Indeks Profesionalitas ASN antara 61 sampai dengan 70
dikategorikan rendah

5. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di bawah 60 ke bawah dikategorikan
sangat rendah.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Batam

INDIKATOR TARGET KINERJA PADA TAHUN KE
NO TUJUAN SASARAN KINERJA
TUJUAN/SASARAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Meningkatnya
Kualitas
Manajemen Indeks
ASN Berbasis Profesionalitas ASN 85,77 | 84,82 | 85,03 | 85,25 85,46 | 85,68
Pendekatan
Kompetensi

Meningkatnya

Kapasitas

Manajemen

dan Indeks

Profesionalitas | profesionalitas ASN | 25,00 | 25,02 | 25,03 | 25,05 | 25,06 | 25,08
ASN Berbasis | dimensi kinerja

Prinsip
Meritokrasi
Indeks
profesionalitas ASN | 500 | 500| 500| 500| 500 5,00
dimensi disiplin
Indeks
profesionalitas ASN | 27 48 | 21,50 | 21,60 | 21,70 | 21,80 | 21,90
dimensi kualifikasi
Meningkatnya
Kapasitas
ASN yang Indek§ )
Lincah, profesionalitas ASN | 33 99 | 33,30 | 33,40 | 33,50 | 33,60 | 33,70
Profesional dimensi kompetensi
dan
Akuntabel

' Indeks Kepuasan
Men'lngkatnya Masyarakat di
Efisiensi dan Badan Kepegawain
efektivitas dan Pengembangan | 91,45 | 91,98 | 92,14 | 92,87 | 93,27 | 93,76

pelayanan Sumber Daya
Pemerintahan | \Manusia
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3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang
komprehensif tentang bagaimana BKPSDM mencapai tujuan dan sasaran
Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif
dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik
dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi
juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat,
termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi,
sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi
merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai,
yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM dihasilkan dari
hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (Strengths-Opportunity) yang
mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan
tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang
menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal,
yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong
dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-
masing sasaran Renstra BKPSDM dijelaskan dalam tahapan per tahun yang
disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT
INVESTASI DAN PARIWISATA

MISI KE 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE

RPJMD

Arah Kebijakan

Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital

2. | Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta
kolaborasi antar instansi dalam rangka kesinambungan pelayanan
3. | Pengembangan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya S1 | Meningkatnya | SS1.1 | Meningkatkan K1.1.1 | Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan
Kualitas Kapasitas penerapan mutasi ASN transparan, akuntabel, dan
Manajemen ASN Manajemen manajemen objektif
Berbasis dan kepegawaian - - -
Pendekatan Profesionalitas berdasarkan K1.1.2 Pemanfaaftan sistem informasi
Kompetensi. ASN Berbasis sistem merit. kepegawaian yang akurat untuk proses
Prinsip manajemen kepegawaian ASN yang
Meritokrasi. transparan.
K1.1.3 | Meningkatkan kesesuaian penempatan

dan pengembangan karir ASN
berdasarkan sistem merit.
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K1.1.4 | Pelaksanaan assessment/pemetaan
kompetensi untuk seluruh ASN secara
bertahap.

K1.1.5 | Peningkatan kualitas manajemen kinerja
ASN.

SS1.2 | Meningkatkan K1.2.1 | Penyelenggaraan pengembangan
kompetensi kompetensi teknis untuk mengatasi
pegawai. kesenjangan kompetensi.

K1.2.2 | Penguatan sistem pengembangan
kompetensi.

K1.2.3 | Pelaksanaan sertifikasi dan
pengembangan kompetensi manajerial
dan fungsional.

S2 | Meningkatnya | SS2.1 | Mendorong K2.1.1 | Penguatan nilai-nilai dasar BerAKHLAK
Kapasitas implementasi sebagai pondasi ASN profesional dan
ASN yang sistem kerja berintegritas.

Profesional yang efektif dan - -

dan efisien. K2.1.2 Melakukgn pelatihan dan.pembelajaran

Akuntabel. berkelanju‘Fan untuk menlngkgtkan
kompetensi ASN secara profesional.

K2.1.3 | Penerapan evaluasi kinerja untuk
memastikan akuntabilitas ASN.

S3 | Meningkatkan | SS3.1 | Pemanfaatan K3.1.1 | Peningkatan kompetensi ASN dibidang
efisiensi dan digitalisasi dan literasi digital untuk menghadapi
efektivitas teknologi perubahan.
pelayanan informasi - - —
pemerintahan. K3.1.1 Mengl.ntegra51kan teknologi digital dalam

manajemen dan pelayanan ASN.

SS3.2 | Penyederhanaan | K3.2.1 | Membangun birokrasi yang efisien,
dan responsive dan mampu beradaptasi
peningkatan dengan perkembangan teknologi.
proses — - -

K3.2.2 | Digitalisasi untuk mewujudkan
pelayanan publik yang lebih efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang

direncanakan, BKPSDM Kota Batam akan melakukan penahapan sebagaimana

dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Penahapan Renstra 2025-2029
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V Tahap VI
2025 2026 2027 2028 2029 2030

Penguatan Transformasi ASN Peningkatan Peningkatan | Pemantapan | Terwujudnya
pengembangan yang inovatif, partisipasi ASN kualitas ASN | SDM ASN | Kualitas
kompetensi bagi ASN adaptif dan dalam yang dalam Manajemen ASN
diberbagai sektor agar | memiliki keahlian pengembangan berwawasan | menunjang Berbasis
profesional dan dibidang teknologi. diri baik melalui | dan berdaya | pelayanan Pendekatan
berdaya saing. jalur pendidikan | saing global. | publik Kompetensi.

maupun berkualitas

pelatihan tinggi dan

berbasis mendorong

teknologi untuk reformasi

meningkatkan birokrasi.

kompetensi

ASN.
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3.2.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan
panduan kepada BKPSDM Kota Batam agar lebih terarah dalam
menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra
BKPSDM Kota Batam merupakan pedoman untuk menentukan tahapan
dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra
secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus
mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak
diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan
prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki
kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka
mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra BKPSDM Kota
Batam.

Tabel 3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029

Operasional Arah Arah Kebijakan Renstra Keterangan
NSPK/Sasaran Kebijakan
RPJMD yang RPJMD
Relevan
Meningkatnya Pengembangan Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN
akuntabilitas kompetensi dan | transparan, akuntabel, dan objektif
kinerja daerah integritas
seluruh
penyelenggaraan
pemerintah

Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang akurat
untuk proses manajemen kepegawaian ASN yang
transparan.

Meningkatkan kesesuaian penempatan dan pengembangan
karir ASN berdasarkan sistem merit.

Pelaksanaan assessment/pemetaan kompetensi untuk
seluruh ASN secara bertahap.

Peningkatan kualitas manajemen kinerja ASN

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk
mengatasi kesenjangan kompetensi teknis, fungsional.

Penguatan sistem pengembangan kompetensi

Pelaksanaan sertifikasi dan pengembangan kompetensi
manajerial dan fungsional.

Penguatan nilai-nilai dasar BerAKHLAK sebagai fondasi ASN
profesional dan berintegritas.

Melakukan pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan untuk
meningkatkan kompetensi ASN secara profesional.

Penerapan evaluasi kinerja yang jelas untuk memastikan
akuntabilitas ASN.

Peningkatan kompetensi ASN dibidang literasi digital untuk
menghadapi tantangan yang terus berubah.

Mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen dan
pelayanan ASN.

Membangun birokrasi yang efisien, responsif dan mampu
beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada
bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang
lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi
program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari
kebijakan strategis pemerintah Kota Batam dengan tetap mengacu pada
program pembangunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.
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Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

KET

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
daerah

Meningkatnya
Kualitas Manajemen
ASN Berbasis
Pendekatan
Kompetensi

Indeks Profesionalitas
ASN

Meningkatnya Kapasitas
Manajemen dan
Profesionalitas ASN
Berbasis Prinsip
Meritokrasi

Indeks profesionalitas ASN
dimensi kinerja

Meningkatnya kinerja
ASN Pemko Batam yang
Berpredikat di Atas
Ekspektasi

Persentase ASN yang
mendapatkan
penilaian kinerja
sangat baik

PROGRAM
KEPEGAWAIAN
DAERAH

Penilaian dan
Evaluasi
Kinerja Aparatur

Persentase capaian
penilaian kinerja dan
evaluasi kinerja
dalam penegakan
disiplin dan
pemberian
penghargaan

Kegiatan Penilaian
dan Evaluasi
Kinerja Aparatur

Terlaksananya
Evaluasi

Hasil Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur

Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Hasil Penilaian
dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Sub Kegiatan
Evaluasi Hasil
Penilaian dan
Evaluasi Kinerja
Aparatur
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
ST TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Terlaksananya Jumlah ASN yang Sub Kegiatan
Pemberian Diberikan Penghargaan Pengelolaan
Penghargaan bagi Pemberian
ASN Penghargaan bagi
Pegawai
Indeks profesionalitas ASN
dimensi disiplin
Meningkatnya Persentase kasus PROGRAM
Kedisipilan ASN disiplin ASN yang KEPEGAWAIAN
ditindaklanjuti DAERAH
Penilaian dan Persentase ASN yang Kegiatan Penilaian
Evaluasi menerima hukuman disiplin dan Evaluasi
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
Meningkatnya Jumlah ASN yang Sub Kegiatan
Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan Pembinaan Disiplin
Kedisiplinan ASN
Indeks profesionalitas ASN
dimensi kualifikasi
Meningkatnya Persentase PNS PROGRAM
Kualifikasi Pendidikan berkualifikasi D- KEPEGAWAIAN
PNS IV/S-1, S-2 dan S-3 DAERAH
Pengembangan Persentase ASN yang Kegiatan
Kompetensi ASN memenuhi kompetensi Pengembangan

Kompetensi ASN

Terkelolanya Jumlah Dokumen Sub Kegiatan
Assessment Pengelolaan Assessment Pengelolaan
Center Center Asessment Centre
Terlaksananya Jumlah ASN yang Sub Kegiatan
Pengelolaan Mendapatkan Pengelolaan
Pendidikan Pendidikan Lanjutan Pendidikan
Lanjutan ASN Lanjutan ASN
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
ST TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Meningkatnya Data Persentase PROGRAM
ASN yang pemutakhiran data KEPEGAWAIAN
Berkualitas, Akurat, ASN DAERAH
Terkini, dan Terpadu
Pengadaan, Persentase ASN yang Kegiatan
Pemberhentian dan telah memutakhirkan Pengadaan,

Informasi

data kepegawaian

Pemberhentian dan

Kepegawaian Informasi

ASN Kepegawaian ASN
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan
Penyusunan Penyusunan Rencana Penyusunan
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Rencana
Kebutuhan, Jenis Jumlah Jabatan untuk Kebutuhan, Jenis
dan Pelaksanaan dan

Jumlah Jabatan Pengadaan ASN Jumlah Jabatan
untuk untuk
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pengadaan Pengadaan ASN
ASN

Terkelolanya Sistem
Informasi

Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Sistem

Sub Kegiatan
Pengelolaan Sistem

Kepegawaian Informasi Kepegawaian Informasi
Kepegawaian
Meningkatnya Kapasitas Indeks profesionalitas ASN
ASN yang Profesional dimensi kompetensi
dan Akuntabel
Meningkatnya Persentase PROGRAM
Kompetensi ASN penempatan ASN KEPEGAWAIAN
dalam Pelaksanaan sesuai dengan DAERAH

Tugas dan Fungsi
Pemerintahan

kompetensinya
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
i TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Mutasi dan Promosi Persentase Kegiatan Mutasi
ASN penempatan ASN dan Promosi ASN
sesuai syarat
jabatan
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan
Mutasi Pelaksanaan Mutasi Pengelolaan Mutasi
ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan ASN
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan
Administrasi, Pelaksana dan Mutasi
Jabatan ASN antar Daerah
Pelaksana dan
Mutasi
ASN antar Daerah
Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan
Pengelolaan Pengelolaan Promosi Pengelolaan
Pengembangan ASN Promosi ASN
Promosi
ASN
Terlaksananya Jumlah Pengelolaan Sub Kegiatan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan
Kenaikan Kenaikan
Pangkat ASN Pangkat ASN
Meningkatnya Persentase PROGRAM
Kompetensi ASN penempatan ASN PENGEMBANGAN
sesuai dengan SUMBER DAYA
kompetensinya MANUSIA
Pengembangan Persentase ASN Kegiatan
Kompetensi Teknis Yang Mengikuti Pengembangan

Diklat Teknis Dan
Fungsional

Kompetensi Teknis
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
ST TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Terlaksananya Jumlah ASN yang Mengikuti Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan
Pengembangan Pengembangan

Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang,
dan Urusan
Pemerintahan Umum

Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
Pilihan bagi
Jabatan
Administrasi
Penyelenggara
Urusan
Pemerintahan
Konkuren,
Perangkat
Daerah
Penunjang, dan
Urusan

Pemerintahan

Umum
Sertifikasi, Persentase ASN yang Kegiatan
Kelembagaan, memenuhi syarat kualifikasi Sertifikasi,
Pengembangan jabatan dan pemenuhan Kelembagaan,
Kompetensi diklatsar CPNS Pengembangan
Manajerial dan Kompetensi
Fungsional Manajerial dan

Fungsional
Terselenggaranya Jumlah Laporan Hasil Sub Kegiatan
Pengembangan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pengembangan Kompetensi Pengembangan

Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan,
dan Prajabatan
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
i TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Meningkatnya kualitas Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat
pelayanan pemerintahan Kompetensi ASN di Badan Kepegawaian Dan
dalam Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya
Tugas dan Fungsi Manusia
Pemerintahan
Meningkatnya Nilai SAKIP PD PROGRAM
akuntabilitas kinerja PENUNJANG
perangkat daerah dan URUSAN
kinerja pelayanan PEMERINTAHAN
Kesekretariatan DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indeks pelayanan
kesekretariatan PD
Tersusunnya Persentase Dokumen Kegiatan
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Perencanaan,
perencanaan, dan Evaluasi yang tersusun Penganggaran,

penganggaran dan
evaluasi BKPSDM

Sesuai dengan Tahapan
dan Waktu

dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Tersusunnya Jumlah dokumen Sub Kegiatan
Dokumen perencanaan Perangkat Penyusunan
Perencanaan Daerah Dokumen
Perangkat Perencanaan
Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananya Jumlah laporan evaluasi Sub Kegiatan
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja

Kinerja Perangkat
Daerah

Perangkat Daerah

Terlaksananya
layanan administrasi
keuangan BKPSDM

Persentase pegawai yang
menerima layanan
administrasi keuangan

Kegiatan
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

KET

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan
Administrasi Penyediaan Administrasi Penyediaan
Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi
ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
Terlaksananya Persentase ASN Kegiatan
peningkatan yang ditingkatkan Administrasi
kompetensi ASN kompetensinya Kepegawaian
BKPSDM Perangkat Daerah

Tersedianya Pakaian
Dinas beserta Atribut

Jumlah Paket Pakaian
Dinas beserta Atribut

Sub Kegiatan
Pengadaan

Kelengkapan Kelengkapan Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapannya

Terlaksananya Persentase pemenuhan Kegiatan

layanan administrasi | pelayanan umum Administrasi

umum BKPSDM

perkantoran

Umum Perangkat
Daerah

Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya
Peralatan

dan Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
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NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

KET

Tersedianya Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakandan
Penggandaan yang
Disediakan

Sub Kegiatan
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

Tersedianya Bahan
Bacaan dan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan

Peraturan Peraturan Perundang- Bacaan dan
Perundang- Undangan yang Peraturan
undangan Disediakan Perundang-
undangan
Terlaksananya Jumlah Laporan Sub Kegiatan
Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi

Kunjungan Tamu

Tamu

Kunjungan Tamu

Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya
pelaksanaan
pengadaan BMD
BKPSDM

Persentase realisasi
pengadaan barang milik
daerah sesuai rencana
kebutuhan

Kegiatan
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel

Tersedianya
Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

Sub Kegiatan
Pengadaan
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NSPK DAN PROGRAM/ KET
ST TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR LEA A
RPJMD YANG SUB KEGIATAN
RELEVAN
Peralatan dan
Mesin Lainnya
Tersedianya jasa Persentase realisasi Kegiatan

penunjang urusan
BKPSDM

penyediaan jasa penunjang
sesuai perencanaan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Terlaksananya
pemeliharaan BMD
BKPSDM

Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dan
berfungsi dengan
baik

Kegiatan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak

Kendaraan
Perorangan

Dinas atau
Kendaraan

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029



NSPK DAN
SASARAN
RPJMD YANG
RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

KET

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Pajak | atau Lapangan yang Pemeliharaan,
dan Perizinan Dipelihara dan Biaya
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan,
Operasional atau Perizinannya Pajak dan
Lapangan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mesin Lainnya yang Pemeliharaan
Peralatan Dipelihara Peralatan dan

dan Mesin Lainnya

Mesin
Lainnya
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Tabel 4.2.Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2025-2029

Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis | Indeks 85,07 85,46 84,77 | 23.143.389.736 84,82 | 23.676.811.252 85,03 | 26.423.920.182 85,25 | 27.087.834.087 85,46 | 27.776.637.839 85,68 | 28.501.686.684
Pendekatan Kompetensi Profesionalitas
ASN
(rekomendasi
indikator tujuan
perangkat
daerah) (Indeks})
Meningkatnya Kapasitas Manajemen dan | Indeks 24,99 25,06 25,00 494.246.000 25,02 501.205.600 25,03 965.923.269 25,05 990.071.351 25,06 | 1.014.823.134 25,08 | 1.040.193.713
Profesionalitas ASN Berbasis Prinsip Meritokrasi | profesionalitas
ASH dimensi
kinerja (Indeks)
Indeks 4,99 5.00 5.00 55.452.000 5.00 62.832.000 5.00 67.379.969 5.00 69.064.468 5.00 70.791.080 5.00 72.560.857
profesionalitas
ASN dimensi
disiplin (Indeks}
Indeks 21,46 21,80 21,48 | 1.105.262.898 21,50 | 1.352.064.400 21,60 | 1.361.491.010 21,70 | 1.371.153.285 21,80 | 1.381.057.117 21,90 | 1.391.208.545
profesionalitas
ASH dimensi
kualifikasi
(Indeks)
5.03.02 PROGRAM 2.245.6879.898 2.526.250.500 3.065.112.587 3.117.365.400 3.170.924.535 3.225.822.649 14.125.532.920
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Meningkatnya | Persentase ASN 0,53% 0,45% 0,41% 210.E12.000 0,42% 222.078.000 0,43% 27.338.513 0,44% 233.021.976 0,45% 238.847.525 0,46% 244.818.713 BIDANG PEMBINAAN,
kinerja ASN Pemke | yang mendapatkan PENILAIAN KINERJA
Batam yang | penilaian Kinerja DAN PENGHARGAAN
Berpredikat di Atas | sangat baik APARATUR
Ekspekiasi {Dengan
Satuan:Persentase)
Meningkatnya | Persentase kasus 100 % 100 % 100 % 55.452.000 100 % 62.832.000 100 % 67.379.969 100 % 69.064.468 100 % 70.731.080 100 % 72.560.857 BIDANG PEMBINAAN,
Kedigipilan ASN disiplin ASH yang PENILAIAN KINERJA
ditindaklamjuti DAN PENGHARGAAN
(Dengan APARATUR
Satuan:Persentase)
Meningkatnya | Persentase PNS B037% 78.71% B0,42% 1.105.262.898 78.41% 1.352.064.400 TB,51% 1.361.491.010 78,61% 1.371.153.285 78,71% 1.3B1.057.117 T78.81% 1.391.208.545 BIDANG
D- PENGEMBEANGAN
Pendidikan PNS Iv/5-1, 5-2 dan 5-3 APARATUR
(Dengan
Satuan:Persentase)
Meningkatnya Data | Persentase 88,56% 98,71% 9B,27% 263.434.000 98,38% 279.127.600 9B, 4%% T3B.584.756 98,60% 757.049.375 98,71% T75.975.609 98,82% T735.375.000 BIDANG PENGADAAN,

ASN yang
Berkualitas, Akurat,
Terkini, dan Terpadu

pemutakhiran data
ASN ({Dengan
Satuan:Persentase)

PEMEERHENTIAN,
INFORMASI DAN
FASILITASI

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029



Meningkatnya rsemtase 58,93% 97, 68% 57.24% 550.919.000 97,35% 610.148.500 97, 46% 670.318.335 97,5T% EET.076.296 87,68% T04.753.204 &7,79% 731.858.534 BIDANG MUTASI,
EKompetensi ASH | penempatan ASH KEPAMGEKATAN DAN
dalam Pelaksanaan | seswal  dengan PROMOS]
Tugas dan Fumgsl | kompetensinya
Pemerintahan {Dengan
Satuan:|
5.03.02.2.01 mgad . 223.432.000 279.127.600 TIE5EA.TSE T57.045.375 775.975.608 T795.375.000 2.834.171.340
Pemberhentian dan
Informasi
Kepegawalan
ad Persentase ASN 55,47 94,41% 55,48% 283.433.000 54,26% 279.127.600 94,31% TIB.584.758 94,36% T57.045.375 84,41% 775.975.609 54.46% T95.375.000 ANALIS SUMBER DAYA
Pemberhentian dan yang telah MANUSIA APARATUR
Informasi| memutakhirkan AHLI MUDA
Eepegawalam ASH data kepegawalan
{Dengan
Satuan:Persentase]
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencama 223.723.000 10%.514.600 565.141.431 5T9.269.967 583.751L.716 EOEB.5595.509 2.071.800.714
Eahutuhan, penis dan
Jumilah jabatan untuk
P k
Pengadaam ASM
Terlaksamnanya Jumdah Dolosmen Hasil 1 Dokumen 5 Diokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Divkurmen 1 Daokumen 1 Dokumen 1 Dokumen ANALIS SUMEBER DAYA
Peryuzunan Remcana | Penyusunan Rercana MAKUSIA APARATUR
Kebutuhan, |enis dan Febubuhan, |enis dan AHU mMuDa
Jumlah Jabatan untuk | Jumntsh [sbatan weiuk
Pelak=anaan Pergadaan Pelaksanaan
AN Fengadaan ASM
(Dengan
Satuan:Dokumen|
5.03.02.2.01.0000 | Pengelolaan Sistem 55.711.000 169.213.000 173.443.325 ATT.775.408 182.223.853 TE2.3T0.628
Informacsi
Kepegawalam
Terkelolanya Sistem Jumiah Doloumen Hasl| 1 Duokumen 5 Dokumen 1 Cokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dckumen 1 Cukumen AMALIS SUMEER DAYA
Infarmasi Kepegawalan Pengelolaan Sistem MANUSIA APARATUR
Informasi AHU mMuUDE
Kepegawalan [Dengan
Satuan:Dokumen|
5.03.02.2.02 Mutasl dan Promesi 590.919.000 610.148.500 670.318.339 EET.076.296 704.253.204 T721.859.534 3.3262.715.339
ASN
Mutasl dan Promes r ase 9E6,29% 96,35% 27,40% 590.919.000 96,7T% 610.148.500 96,98% 670.318.339 97.19% EB7.076.296 arAars 704.253.204 B7EL% 721.859.534 ANALIS SUMEBER DAYA
ASN penempatan ASN MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutas 13.£00.000 29.205.500 29.935.638 30.684.028 31.451.129 32.237.407 134.876.295
ASN
Terlaksanarya Mutasi Jurmdah Dolourren Hasl| 2 Dokumen 1 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumaen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dakumen ANALIS SUMBER DAYA
ASN yang Meliputi Pelaksanaan Mutasi Diokumen MANUSIA APARATUR
labatan Fimpinan | |abatan  Pimpinan AHU MO
Timggi, Jakbatan | Tinggl, Jabatan
Administrasi, |abatan | Administrasi, |abatan
Pelaksana dan Wutasi Pelaksana dan Mutas
ASNM antar Daerah ASH antar Daerah
iDengan
Sabsn:Dokurmen]
5.03.02.2.02.0002 Pemgelalaan 137.263.000 139.148.000 203.241.567 208.322.606 213.530.671 218.268.938 901.505.844
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Terlaksananya | Jumlah Pengelolaan I Deokeumnan b0 2 Dobumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokuman I Dokuman AMALIS SUMBER DAYA
Pangeldlaan Eeraikan | Kenakan Pangeat aSK DaikLmEn MANUSIA  APARATUR
Pangkat ASH iDangan AHLT MDA
Sabuan Dokunmn}
5.03.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pressosi 440,056,000 44 1. 785000 43T.141.134 448,060,662 458 271404 AT0.TEE. 189 2.776.333. 000
BSM
Tarlaksananya | Jumian Dakuman Hasil 1 Dokuman i} 2 Dakusmen 2 Dapkiinied 2 D kLimiEn 2 Dakuimen 2 DokLiman Z DoRLTTn AMALIS SUMEER DAYS
Pengalolaan Pengalolaan Promes Duikuirnien MANUSIA  APARATUR
Pengambangan Fromosi | ASH {Dengan AHLI MG
ASH Satuan Dokumant
5.03.02.2.03 Pafgem ] L105.262.898 L352.064.400 1.361.491.000 1.37L.153.28% 1.380.057.007 1.390.308.545 B.5TL.028.710
Eompetens] ASH
P gembangan | Persentase ASH 80, 36% E3,65% B3,05% 1105262808 B, 20% L35E.064.400 E,I5% 1.361.491.008 E3,50% 1.371L.153.385 E3E5% 1.381.057. 307 33, T9% 1.390. 308545 ASESOR SUMBER
Eompeiensi ASH yang memenuhi DAYA MAMUSIA
APARATUR AHLI
MUBA
5.03.03.2.03.0002 Femg o " 2E5. 262598 3TT.064.400 386.491.000 396.153. 385 406057 10T 415 30B.545 1.E31.028.700
Assessment Casber
Terkelalanya Jurmilah Dolewman 3 Dokuman 5 Dakumen 3 Dakumen 1 Dapkiinied 1 D kLimen 1 Dakumen 1 DokLiran 1 Dok ASESOR SUMBER DEYA
Assessmant Centar Pangelalaan MANUSIA APARATUR
Aszesimaent Center AHLI MDA
iDengan
Satuan Dkuinmn}
5.03.02.2.03.0008 mgelaol L] £40.000.000 S75.000.000 975000000 S75.000.000 975.000.000 975.000.000 4.740.000.000
ndi Lamjutan
RSN
Tarlaksana nya Jumiah ASM yang 5 drang 58 Orang 9 Orang 12 Drang 12 Drarg 12 Drang 12 Drang 12 Crang AMALIS SUMBER DATA
Pergaldaan Fandiditan | Mendapatkan HANUSLA  ARARATUR
Lanjutan ASH Pendidikan Lanjutan AHLI MUDe
iDengan
Satwan:drang)
5.03.03.2.04 266, 264000 ZEA.S10.000 294,718 482 INT0B6. 444 39.E3H.605 IAPITAETH 1.457.617.531
Parsentase capaian 98,23% &E,IIN 88,35% 210. 812000 FTE.OTE.000 HE,29% 227.338.50% &E, 3TN 233.021.976 SE TN 233.B4T.525 58 35% 244.E1E.713 AHALIS SUNMBER DWAYA
penilaian kimerja MANUSIA APARATUR
dan evaludsi kindda AHLMUDA
dalam pemegakan
disiplin dan
pemberian
penghargaan
[Bengan
SatuanzPersentasel
Fe miase ASH O,0E% 0, 0% 0,095 55.452.000 0,10% EE.AIT000 0, 20%. 7. 3795965 0, 30% ES064. 468 0A0% TO.TE1.080 0.50% 72560857 ASESOR SUMBER
yamg m DAYA MANUSIA
hukuman disiplin APARATUR AHLI
ikengan MUDA
Satuan:Persentass)
5.03.02.2.04.0003 32.281.000 455400000 46.387.063 47.546.740 43.735.408 43.953.793 30490211
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Terlaksararya Evaluasi | Jumiah Dojomen Hasl 1 Laporan 5 Laporan 1 Lagoran 1 Laparan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laparan AMALIS SUMBER DAYA
Hasil Penilaian dan | Evaluasi  Haslil MAKUSIA APARATUR
Evaluasi  Kimer|a | Penilsian dan Evaluasi AHU MuDa
Aparatur Kinerja  Aparatur
(Dengan
Sabuan:Laparanh
5.03.02.2.04.0004 178.531.000 176.538.000 1B0.951.450 1B5.475.236 180,112,137 154.264.920 11607803
Terlaksamanya | Jumiah ASN yang 18 Orang | 1164 Orang 12 Orang 260 Orarg 260 Drang 260 Orang 80 Crang 260 Orang AMALIS SUMBER DAYA
Femhberian Diberikan MAKUSIA APARATUR
hagi A5k gaan [Dengan AHU MuDa
Sabuan:Crang|
5.03.02.2.04.0007 | Fembinaan Disiplin 55.452.000 E2.E32.000 67.370.965 BO.064. 468 TO.THLOS0 72560857 225.519.517
ASH
Meningkatnya Dis Jumiah ASW yang 55 Orang | 3267 Orang 53 Orang 208 Orarg HOH Drang BOE Orang B0E Crang 208 Orang AMALIS SUMBER DAYA
asy Mendapatian MAKUSIA  APARATUR
Femhinaan AHU Muba
Kediiplinan (Dengan
Satuan:Crang|
Meningkatnya Kapasitas ASH yang Profesional | Indeks 33.27 33,60 33,29 6.988.654.0/ 33,30 5.746.399.500 33,40 7.994.098.527 33.50 8.193.950.989 33,60 B.398.799.764 33,70 B.608.769.758
dan Akuntabel profesionalitas
ASN dimensi
kompetensi
{indeks)
5.08.02 PROGRAM £.397.735.000 5.136.251.000 7.323.720.188 7.506.874.693 7.634.546.560 7.886.910.224 | 34.059.187.441
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
Meningkatnya | Persentase ASN 93,89% 95,99% 95,30% £.397.735.000 95,47% 5.136.251.000 95,65% 7.323.720.188 95,82% 7.506.874.693 95,95% 7.634.546.560 96,16% 7.886.910.224 EIDANG
Eompetensi ASN i PENGEMBANGAMN
APARATUR
kompetensinya
iDengan
Satuan:|
5.04.02.2.00 Feng 2.923.077.000 3423160000 3.502.7359.000 3.556.457.475 3.686.362.912 3.77ES528.135 | 17.197.802.387
Eompetensl Teknis
Feng rsentase ASH 15,12% 15,44% 15,22% 2.923.077.000 15,29% 3423160000 15,34% 3.502.739.000 15,35% 3.556.457.475 15.44% 3.686.362.912 15,49% 3.77ES20.135 AHALIS SUMBER DAYA
Ezmpetensi Teknils ng Mamglkutl MANUSIA APARATUR
Dlklat Teknis Dan AHLI MUDA
Fungsional (Demgan
Satuan:Persentase)
5.04.02.2.010003 | Fenyelenggaraan 2.923.077.000 3.423.160.000 3.502.739.000 3.586.457.475 3.686.365.012 I.7TES2E.135 | 17.197.802.387
Feng bangan
Eompotensi Teknis
i, dam
Lt Jabatan
Administrasi
Fenyelenggara
Urusan
Femerintahan
Eonkures, Peran
Daerah Penunjang.
dan Urusanm
Femerintahan Umum
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Terlaksananya | Jumlah ASH yang 200 drang | 2175 Drang 375 drang 447 Orang 450 Orang 450 Drang 430 Orang 450 Orang AMALIS SUMBER DAYTA
Penyelenggaraan Mengikutl MANUSIA APARATUR
Pengemhbangan | Pengembangan AHU MuDa
Kompetensi  Teknis | Kompetensi [Sengan
Umurms, Int, dan Filihan | Saban:Orang]
bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Unsan
Pemerintahan
Konkuren, Perangkat
Daersh Fenunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum

5.04.02.2.02 Sertifikasi 3.414.658.000 1.713.091.000 3.815.041.188 3.910.417.218 4.008.177.648 4.108.382.089 16.861.385.054
Kelem gaan,

Pengembangan
Eompetansi

] n
Sertifikasi, Persentase ASN 23.83% 95,99% 25,30% 3.414.658.000 95,47% 1.713.091.000 95,65% 3.815.041.188 95,87% 3.910.417.218 95.99% 4.008.177.648 26,15% ANALIS SUMBER DAYA
KEelem aan, | yamg memenuhl MAHUSIA APARATUR
Pengembangan kualifikasi AHLI MUDA
Kompetensi labatan dan

dan

5.04.02.2.02.0007 garaan 3.414.658.000 1.713.091.000 3.E15.041.188 3.910.417.218 4.008.177.648 4.108.382.089 16.861.385.054
Tinggl, Jabatan
Fungsiemal,

Kepemimplnan, dan
Prajabatan
Terselenggaranya | Jumlah Laporan Hasil 2 Laparan 10 Laporan 2 Laparan 2 Laparan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laparan 2 Laparan ANALIS SUMBER DAYA
Fengembangan | Fenyelenggaraan MAKUSIA APARATUR
Kempetensi  bagl | Pengembangan AHU MuDA
Fimpinan Daerah, | Kempetensi  bagl
Jabatan Fimpinan | Fimpinan Daerah,
Tinggl. Jabatan | |abatan  Pimpinan
Fungsianal, Tinggi, Jabatan
Kepemimpinan, dan | Fungsianal,
Frajabatan Kepemimpinan, dan
Prajabatan (Dengan
Sabaan:Lapoan
pemerintakian Indeks kepuasan 91.06 93,27 91,45 | 14.499.774.8, 91,98 | 16.014.309.752 92,14 | 16.035.027.407 16.463.593.994 93,27 | 16.911.166.744 93,76 | 17.388.953.811
masyarakat di
Badan
Kepegawaian
Dan
5.03.01 PROGRAM 14.499.774.838 16.014,309.752 16.035.027.407 16.463.593.994 16.911.166.744 17.388.953.811 79.923.872.735%

PENUNJANG URUSAN
FPEMERINTAHAN
DAERAH
EABUPATEN/KOTA
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Meningkatnya SAKIF FD 70,38 78,88 7213 o 73.88 26.204.000 T4.88 2E.204.000 76,28 26.204.000 72,88 26.204.000 BO.BE 26.204.000 KEFALA BADAN
akuntak) kimerja | {Dengan
Satuan:Milal)
Indeks pelayaman 95,00 100 96,00 14.499.774.838 7,00 15.988.105.752 28,00 16.002.823.407 93,00 16.437.389.9840. 100 15.884.962.744 100 17.362.748.811 SEKRETARIAT
kesekretariatan PO
iDengan
Satuan:Milal}
5.03.01.2.01 Ferencanaanm, o 26.204.000 2E.204.000 26.204.000 26.204.000 26.204.000 104,816,000
aran
E Kiner|a
Ferangkat Daerah
Tersusumnya ersemtaze s 1o0% [ o 100% 26.204.000 1o0% 2E.204.000 1007 26.204.000 100% 26.204.000 100 26.204.000 AHALIS SUMBER DATA
Dokumen dokumen MANUSIA APARATUR
perencanaamn, | perencanaan, AHLI MUDA
ran dan
ewvaluasd BRPSDM
dengan tahapan
dam waktu |Dengan
Satuan:Persentase]
503012010000 | Femyusuman o 10.364.000 10.364.000 10,364,000 10.364.000 10.364.000 41.456.000
Dokumen
Feremcanaan
Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen | Jumish  Dokumen | ODokumen | 8 Dokumen | O Dokumen 2 Dokumen 13 Dokumen  Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen AMALIS SUMBER DAVA
Perercanaan Perangkat | Perencamaan MAKUSIA APARATUR
Daerah Ferangkat Daersh AHU MDA
iDengan
Satuan:Dokumen|
5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja o 15.240.000 15.840.000 15.840.000 15.B40.000 15.240.000 63.360.000
Ferangiat Dasrah
Teriaksararya Evaluasl | Jumlah  Laperan 0 Lageran 12 Laporan O Laperan 3 Lagaran 3 Laporan 2 Laporan 3 Laparan 3 Lagaran AMALIS SUMBER DAYA
Kinerja Ferangkat | Evaluasi  Einerja MAKUSIA AFARATUR
Daerzh Perangkat Daerah AHU MDA
iDengan
Sabuan:Laporan)
5.03.01.2.02 Administrasi 13.992.407.838 14.374.480.152 14.732.690.406 15089845666 15.476.179.808 15.8E1.822.303 | T3.675.613.870
Esuangan
Daeraki
Terlaksamanya | Persemtase pegawal 100% 100% 100% 13.992.407.838 100% 14.374.490.152 100% 14.732.690.408 100% 15.099.845.666 100% 15.476.179.808 100% 15.861.922.303 ANALIS SUMBER DAYA
layaman administrasi ang MANUSIA APARATUR
keuangan BEFSOM yanan AHLI MUDA
administrasi
keuangan [Dengan
Satuan:Persentase)
5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gajl dan 13.948.557.838 14.328.010.152 14.685.210.408 15.053.365.666 15.429.695.808 15.815.442.303 T3.445.943.870
Tunjangan ASN
Tersedianya Gajl dan | Jumlah Orang yang 55 295 55 57 59 61 63 &5 AMNALIS SUMBER OAYVA
Tunjangar 5K Mererima Gaji dan | O o or OrangyBulan Orang/Eulan ‘rangiEuan Crang/Bulan OrangiBulan MAKUSIA AFARATUR

Tunjangan ASH
(Dengan

Sahuan:Crangthulan)

AHU MUDa
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503012020002 | Penyediaan 43.750.000 46.450.000 45,430,000 46,480,000 46.480.000 46.480.000 229.670.000
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASH
Tersedianya Jumiah Dokmen Kasil | 1 Ookumen | 5 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dakumen 1 Diokumen 1 Dekumen 1 Dokumen AMALIS SUMBER DAVA
Adminiskrasi Fenyediaan MAKUSIA APARATUR
Pelskzanaan Tuges 25N [ Administrasi AHU MDA
Felaksanaan Tugas
ASM  (Dengan
Satuan:Dokumen]
5.03.01.2.05 a o 32361000 40.303.026 41310601 42.343.366 118.574.627
Terlaksamanya | Persent ASH 1008 100% (2 o (L0 Y o 100% 32361000 100%. 40.302.026 100 41.310.601 100% 42,343 366 ANALIS SUMBER DAYA
eningkatanm r-g ditingkatkan MANUSIA APARATUR
ensl  ASH empetensinya AHLI MUDA
({Dengan
Satuan:Persentase)
5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakalan o o 3361000 40302026 41.310.601 42,343 366 119.974.627
Hnas beserta Atribut
Kalengkapanrya
Tersedianya Pakalan | |umish Faket Fakaian 0 Paket 3 Faket 0 Paket 0 Paket 1 Faket 1 Faket 1 Faket 1 Paiket AMALIS SUMBER DAYA
Dinas beserta Atribut | Dinas beserta Atribut MAKUSIA APARATUR
|Dengan AHU MDA
Sabuan:Faket)
5.03.01.2.06 #dministrasi Umum 215.112.000 433272500 TOZ567.251 721156431 739.185.342 T5T.E64.976 2.812.843.524
Perangiat Dasrah
Terlaksamanya |Fersemtase 1008 100% 100% 215.112.000 100% 433.822.500 100% TOLEET.ZEL 100%. TIL156.431 100 730.185.342 100% TET.EEA.0TE ANALIS SUMBER DAYA
layaman administrasi | pemenwhan MAMUSIA APARATUR
amam BEPSIHM layanan wmum AHLI MUDA
antaran
iDengan
503012060001 | Pemyediaan 3.047.000 7.362.200 7.515.200 7703183 7.B95.782 B.093.156 33.523.445
Komponen Instalasl
Listrik/Pe ngan
Bamgunan Kamtor
Tersedianys Komponen | Jumiah  Faket 1 Paket 5 Faket 1 Paket 1 Paket 1 Faket 1 Faket 1 Faket 1 Paiket AMALIS SUMBER DAYA
Instalasi Kompanen  Instalasi MAKUSIA APARATUR
Listrik/Penerangan | Listrik/Pensrangan AHU MuUDa
Eargunan Kankor Eangunan Kantor
yang Disediakan
iDengan
Satuan:Paket)
5031012060002 | Pemyediaan £3.347.000 105,362,500 115.266.003 118.147.745 121.101.439 124.128.975 523.824.777
Feralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Feralatan | Jumiah  Faket 3 Paket 13 Faket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 2 Faket 3 Faket 3 Paiet AMALIS SUMBER DAVA
dan Ferlengkapan | Peralatan  dan MAKUSIA APARATUR
Kantar Ferlengkapan Kantor AHU MO
yang Disediakan
[(Den
Satuan:Paket)
5.03.01.2.06.0004 2218000 5.363.700 £.112.793 B.265.612 6.422.253 6.582.809 27.582.358
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Tersedianya Sahan | Jumiah Paket Bahan 1 Paiket 5 Faket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Faket 1 Faket 1 Paiket AMALIS SUMBER DAYA
Logistic Kartor Logistik Kantor yang MANUSIA APARATUR
Disedizkan (Dengan AHU MuDa
Sabuan:Fakesh
5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang 24.499.000 ADL0E3.663 A1L065.254 42091835 43.144.183 185.806.302
Cetakan dan
Fenggandaan
Tersedianya Barang | |umiah Faket Barang 2 Paiket 10 Faket 2 Paket 2 Paket  Paket 2 Faket 2 Faket 2 Paiket AMALIS SUMBER DAVA
Cetakan dan Cetakan dan MAHUSIA APARATUR
Fenggandaan Fenggandaan yang AHU MuDa
Disedizkan (Dengan
Satuan:Faket)
5.03.01.2.06.0006 Penyediaam Bahan 7.200.000 2.078.640 8.280.806 B.487.621 8.699.812 39.928 467
acaan danmn
Peraturanm
Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Jumiazh Dokumen 1 Dokumen 5 Dokuman 1 Cakumen 1 Dokurmen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen AMALIS SUMEER DAYA
Baraan dan Feraturan | Bahan Bacaan dan MAKUSIA AFARATUR
Perarang-urcangan Peraturan Penundang- AHU MuDA
Undangan yang
Disediakan (Dergan
Satuan:Dokumen]
5.03.01.2.06.0008 | Facllitasi Kum|ungan 7.200.000 2.000.000 5.225.000 0455625 B.EIL.016 9.534.316 44572641
Tamua
Terlaksananya Fasiltasi | Jumiah  Laporan 1 Laporan & Laporan 1 Laporan 1 Laparan 1 Laporan 1 Laparan 1 Laporan 1 Laparan AMALIS SUMBER DAVA
Kurjungan Tamu Fasilitasi Kunjurgan MANUSIA APARATUR
Tamu IDengan AHU MuDa
Sabuan:Laporan)
5.03.01.2.06.0008 | Pemyelenggaraan 106.401.000 259,166,000 517.305.762 530,238,406 543.494.366 557.0H1.725 1.956.605.534
Rapat Keordinasi dan
Eeonsultasl SKPD
Terlaksamanya | Jumlah  Laporan | 12 Laporan | GDLaporan | 12 Laporan 12 Laparan 12 Laporan 12 Laparan 12 Lagoran 12 Laparan AMALIS SUMBER DAVA
Penyelerggaraan Rapat | Fenyelenggaraan MAHUSIA APARATUR
Koordimnasi dan Rapat Eoordinasi dan AHU MuDA
Konsultasi SEPD | Konsultasi SEFD
(Dengan
Satuan:Laporan)
5.03.01.2.07 T1.285.000 952,163.100 ZEOL219.000 BT 224.4T6 294405087 301765214 1.B85.296 663
Persemtase realisasi 100% 1o00% 100% T1.2E5.000 100% 952,163.100 1o0% ZROL219.000 100%. BT 224.4T6 1007 294405087 100% 301.765.214 ANALIS SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA
5.03.01.2.07.0005 12.524.000 10.762.500 33.419.100 24.254.578 35,110,842 35.388.715 126.071.120
Jumizh Paket Webel 4 Urit 22 Unit 4 Uit 1 umit = Unit & Unk B Lt T Urik AMALIS SUMBER DAYA
yang Disediakan MAKUSIE AFARATUR
(Dergan Satusn:Unity AHU MDA
5.03.01.2.07.0006 Pemgadaan Peralatan 58.761.000 941.400.600 246.799.900 252.969.298 259.294.145 265.776.499 1.759.225.543

dan Mesin Lalnnya.
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Tersedianya Peralatan | Jumish Unit Perslstan 2 Uit o7 Unit Uit 40 Unit 17 unit 17 Unit 18 Uit 18 Urit AMALIS SUMBER DAYA
dan Mesin Lainrya dan Mesin Lainnya MAKUSIA APARATUR
yamg Disediakan AHU MDA
iDengan Sabuan:Unit
5.03.01.2.08 2.520.000 5,400,000 7.200.000 7-380.000 7.564.500 7.753.613 30.064.500
Tersedlanya |jasa | Persemtase realisasi 21000 100% 100% 2.520.000 100% 5,400,000 100% 7.200.000 100% 7_380.000 1007 7.564.500 100 7.753.613 ANALIS SUMBER DAYA
I urusan yediaan Jasa MAHUSIA APARATUR
KFSDM penunjang sesual AHLI MUDA
pErencanaan
{Dengan
Satuan:|
5.03.01.2.08.0001 2.520.000 5.400.000 7.200.000 7-380.000 7.564.500 7.753.613 30.064.500
Terlaksananya | Jumlah Laporan 1 Laporan 5 Laporan 1 Lagoran 1 Laparan 1 Laporan 1 Laparan 1 Laporan 1 Laparan AMALIS SUMBER DATA
Penyediaan Jasa Surat | Penyedisan jass Surst MAKUSIA APARATUR
Merrpurat Menyurat |Dengan AHU MUOA
Sabaan:Laporan
5.03.01.2.00 218.450.000 2223300000 246.7E5.750 281480395 326.317.406 391.300.339 1.205.263.551
Fersomtase barang 21000 100% 100% 218.450.000 100% 2223300000 100% 246.7E5.750 100% TB1.480.385 1007 326.317.406 100 391.300.339 ANALIS SUMBER DAYA
MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA
balk (Dengan
Satuan:Persentase]
5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa 40.380.000 40.380.000 50.3289.500 60,424,238 70.484.843 20.571.965 262.058.581
Pemeliharaan, Blaya
dan
Pajak Kendaraan
m Dinas
Tersedianya |asa | Jumlah Kendaraan 1 Uit 1 unit 1 Uit 1unit 1 unit 1 Unk 1 Unit 1 Unit AMALIS SUMBER DAYA
Femeliharaan, Hiaya | Perorangan Dinas MAKUSIA APARATUR
Femeliaraan dan Pajak | atau Kendarasn Dinas AHU MDA
Kerdaraan Ferorangan | Jabatan  yang
Dinas atau Kerdaraan | Dipelihara  dan
Diinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
{Dengan Sabuan:Unity
5.03.01.2.00.0002 | Penye n Jasa 142.500.000 142,500,000 146.062.500 149,714,063 163.456.914 157.293.337 T44.233.477
Pemeliharaan, Blaya
Pemellharaan, Fajak
Perizinan
Tersedianya |asa | Jumlah  Kendaraan Uit 4unit 4 Uit Uit 4unit 4Unk 4 Unit £ Unit AMALIS SUMBER DATA

Pemeliharaan, Blaya
Femellharaan, Fajak
dan Periziman
Kendaraan Dinas
a asional atau

Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Oipelihara  dan
dibayarkan Pajak dan
Ferzinannys [Dengan
Sabuan:Unit)

MAKUSIA APARATUR
AHU MDA
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5.03.01.2.09.0006

Femellharaan
atam dan Mesin

35.570.000 35,350,000 50.333.750 T1.342.084 H2.375.649 113.435.037 288.971.493
Lainmya
Terlaksanmanya | Jumish Peralatan dan 26 Urit 212 Unit 53 Linit 58 Unit &5 Unit &7 Unit 6B Uinit 9 Urit AMALIS SUMBER DAvVA
Femelinaraan Peralstan | Mesin Lainnya yang MANUSIA AFARATUR
dan Mesin Lainrya Dipelihara |Dengan AHU MuDa
buan:linity
TOTAL: 23.143.389.736 23.676.811.252 26.423.920.182 27.087.834.087 27.776.637.839 28.501.6B6.684 | 1ZB.108.593.096
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Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No | Program Prioritas Outcome Kegiatan/SubKegiatan Ket
I | PROGRAM Meningkatnya Kinerja Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
KEPEGAWAIAN ASN Pemko Batam Aparatur
DAERAH yang Berpredikat di
Atas Ekspektasi
Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian
Penghargaan bagi Pegawai
Meningkatnya Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
Kedisipilan ASN
Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
Kualifikasi Pendidikan
PNS
Sub Kegitan Pengelolaan Assessment Center
Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan
ASN
Meningkatnya Data Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
ASN yang Berkualitas, Informasi Kepegawaian ASN
Akurat, Terkini, dan
Terpadu
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan,
Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Meningkatnya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
Kompetensi ASN dalam
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Pemerintahan
Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
II | PROGRAM Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
PENGEMBANGAN Kompetensi ASN
SUMBERDAYA
MANUSIA
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
III | PROGRAM Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
PENUNJANG akuntabilitas kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN perangkat daerah dan
PEMERINTAHAN kinerja pelayanan
DAERAH Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
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Program Prioritas

Outcome

Kegiatan/SubKegiatan

Ket

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
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4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan
pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi
perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-
masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin
dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau
diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan
kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going),
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja
menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan
indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik
memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama
menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas
pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur
kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja BKPSDM Kota Batam yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah
sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Kepada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kota Batam

Kondisi gl
Indikator Satuan Keterangan
Awal 2026 2027 2028 2029 2030
Indeks Indeks 85,07 84,82 85,03 85,25 85,46 85,68 | Nilai IP ASN yang
Profesionalitas dirilis oleh BKN
ASN Regional Pekanbaru

berdasarkan penilaian
terhadap Pemerintah
Daerah Kota Batam
setiap tahunnya.

Indeks Indeks 24,99 | 25,02 25,03 25,05 25,06 25,08 | Nilai IP ASN dimensi
profesionalitas kinerja yang dirilis
ASN dimensi oleh BKN Regional
kinerja Pekanbaru

berdasarkan penilaian
terhadap Pemerintah
Daerah Kota Batam
setiap tahunnya.

Indeks Indeks 4,99 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 | Nilai IP ASN dimensi
profesionalitas disiplin yang dirilis
ASN dimensi oleh BKN Regional
disiplin Pekanbaru

berdasarkan penilaian
terhadap Pemerintah
Daerah Kota Batam
setiap tahunnya.
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Target

Indikator Satuan S Keterangan
Awal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Indeks Indeks 21,46 | 21,50| 21,60 21,70 21,80 21,90 | Nilai IP ASN dimensi
profesionalitas kualifikasi yang dirilis
ASN dimensi oleh BKN Regional
kualifikasi Pekanbaru

berdasarkan penilaian
terhadap Pemerintah
Daerah Kota Batam
setiap tahunnya.

Indeks Indeks 33,27 33,30]| 33,40 33,50 33,60 33,70 | Nilai IP ASN dimensi
profesionalitas kompetensi yang
ASN dimensi dirilis oleh BKN
kompetensi Regional Pekanbaru

berdasarkan penilaian
terhadap Pemerintah
Daerah Kota Batam
setiap tahunnya.

Indeks kepuasan Poin 91,06 91,98 92,14 92,87 93,27 93,76 -
masyarakat di
Badan
Kepegawaian Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

Target

No Indikator Satuan 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030 Keterangan

1 | Nilai Indeks
Implementasi Indeks 70,00 | 70,50 | 71,00 | 71,50 | 72,00 | 72,50
NSPK

manajemen ASN
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BAB V
PENUTUP

Renstra BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029 ini merupakan
penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Batam untuk 5 (lima) tahun
mendatang yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan
aparatur BKPSDM Kota Batam dalam melaksanakan  tugas
penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Penyusunannya mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun
2025-2029. Renstra BKPSDM Kota Batam ini setiap Tahunnya akan
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BKPSDM
Kota Batam.

Renstra BKPSDM Kota Batam juga memperhatikan  Renstra
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kaidah
pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2025-2029 untuk
menjamin pelaksanaan agar dapat berjalan dengan baik sebagai berikut:
1. Renstra BKPSDM Kota Batam akan menjadi pedoman atau

kerangka berpijak BKPSDM Kota Batam dalam penyusunan Renja
BKPSDM Kota Batam untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

2. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program
dan kegiatan, maka penyusunan Renja BKPSDM Kota Batam dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra
BKPSDM Kota Batam Tahun 2025-2029.

3. Sekretariat dan bidang-bidang pada BKPSDM Kota Batam agar
mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan
program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra BKPSDM Kota
Batam dengan sebaik-baiknya.

4. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang
pada BKPSDM Kota Batam dapat menjalin koordinasi dan kerja sama
yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Renstra ini dapat tercapai.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra BKPSDM Kota Batam
Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan
kegiatan Renstra secara berkala.

6. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra
diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja
keras yang tinggi dari seluruh aparatur BKPSDM Kota Batam.
Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat
diukur dan dinilai dari keberhasilan wunit kerja tersebut dalam
pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

7. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau perubahan kebijakan Pemerintah Kota Batam,
maka dapat dilakukan perubahan Renstra BKPSDM Kota Batam
tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Masa berlaku Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2025-2029
adalah selama Ilima tahun. Untuk menjaga kesinambungan
pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan
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pada masa transisi, maka Renstra tahun 2025-2029 ini dapat
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja BKPSDM Kota

Batam tahun 2030, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Batam
tahun 2025-2045.

Harapannya Renstra BKPSDM Kota Batam tahun 2025-2029 ini
adalah terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, amanah, dan
sejahtera melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi
pada peningkatan kinerja dan akuntabilitas pegawai, demi mewujudkan

tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sesuai RPJMD Kota Batam
tahun 2025-2029.

WALI KOTA BATAM

AMSA CHMAD
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